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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 









































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 







Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 kaifa : َكـْيـَف 
 haula : َهـْوَل 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah dan ya>’ ai a dan i  ْـَى 









fath}ah dan alif atau ya>’  َ...ى...َ |  ا  
d}ammahdan wau ـُــو 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 







 ma>ta : مـَاتَ 
 <rama : َرَمـى
 qi>la : قِـْيـَل 
 yamu>tu : يَـمـُْوتُ 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ْطَفالِ َرْوَضـُةاألَ   :raud}ah al-at}fa>l 
ُ اَلْـَمـِديْـنَـُةاَلْـفـَاِضــَلة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ُ اَلـِْحـْكـَمــة  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d(ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 <rabbana : رَبّـَـناَ 
 <najjaina : نَـّجـَْيــناَ 
ُ اَلـْـَحـقّ   : al-h}aqq 





 aduwwun‘ : َعـُدوٌّ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i>. 
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : َعـلِـىٌّ 
 (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : َعـَربـِـىُّ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
hurufال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَلشَّـْمـسُ 
ُ اَلزَّلـْـَزلـَـة  : al-zalzalah(az-zalzalah) 
ُ اَلـْـَفـْلَسـَفة  : al-falsafah 
 al-bila>du : اَلـْـبــِـَالدُ 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ُمـُرْونَ تـَأْ   : ta’muru>na 
 ‘al-nau : اَلــنَّـْوعُ 





 umirtu : أُِمـْرتُ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (اهللا) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh: 
هللاِ بِا di>nulla>h ِديـُْناهللاِ   billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ـْـَمِةاهللاِ  َرحـ  hum fi> rah}matilla>hُهـْمِفيـْ
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 





pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 
Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 
SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 







B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 





M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 


































Name    :  Muthmainnah MD 
Student’s Reg. Number  :  80100213001 
Major       :  Islamic Studies 
Tittle of Thesis                :  Optimizing the role of BAZNAS (Badan Amil 
Zakat National) National Board of Tithe of Central Sulawesi Province in 
utilizing tithe In the city of Palu. 
__________________________________________________________________ 
The research aims at knowing the optimal role of BAZNAS of Central 
Sulawesi Province in utilizing tithe in the city of Palu based on the tithe 
legislation number 23 in the year of 2011, to know how the model of tithe utility 
is that is implemented in optimizing tithe utility in Palu city. And to give strategy 
in optimizing the role of BAZNAS of Central Sulawesi province in utilizing tithe 
in the city of Palu.         
 The kind of research is descriptive qualitative, the key instrument is the 
researcher herself. The location of the research is at BAZNAS of Central Sulawesi 
province, located in the complex of Agung Darussalam Mosque in Palu Jalan W.R 
Supratman, district of west Palu, central Sulawesi. Data were collected using 
interview, documentation, observation, and literature review methods. Data were 
analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusion. While 
the approaches used were normative theology, juridical, and management. The 
data resources were primary and secondary data.    
 The results of the research show that the role of BAZNAS of Central 
Sulawesi Province in utilizing the tithe in the city of Palu run based on the 
guidelines of tithe legislations although it was not optimal. Some models of tithe 
implemented, namely distributing consumptive tithe (based on the needs of 
(Mustahik), the tithe receivers) and productive tithe in a form of business budget 
(Soft loan, continuous budget and free budget). The strategy that can be used by 
BAZNAS of Central Sulawesi Province in utilizing tithe in Palu city is holding 
internal strengthening of the tithe institution, through independent management so 
that BAZNAS could determine and run its programs professionally without any 
handicaps from outside the institution.                                             
 The implication of the research is expected to contribute positively in 
developing the tithe institution in general, and especially at BAZNAS of Central 
Sulawesi Province, in order that it could give prosperity and increasing the 





























































Optimalisasi Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu berdasarkan 
perundang-undangan zakat Nomor 23 Tahun 2011, untuk mengetahui bagaimana 
model pendayagunaan zakat yang diterapkan dalam mengoptimalkan dayaguna 
zakat di Kota Palu, dan agar dapat memberikan strategi untuk mengoptimalkan 
peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota 
Palu. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
instrumen kunci peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Tengah, bertempat di Kompleks Mesjid Agung Darussalam  Palu  jalan 
W.R Supratman Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah. Pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi, dan kepustakaan. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
teologis normatif, yuridis dan manajmen. Sumber data yang diperoleh terdiri dari 
sumber data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu berjalan berdasarkan 
petunjuk UU Zakat, namun belum secara optimal. Beberapa model pen-
dayagunaan zakat yang diterapkan, yakni dengan mendistribusikan zakat 
konsumtif (sesuai kebutuhan mustahik) dan zakat produktif dalam bentuk modal 
usaha (pinjaman lunak, dana bergulir dan modal cuma-cuma). Adapun trategi 
yang dapat dilakukan BAZNAS Prov.Sul-Teng dalam pendayagunaan zakat di 
Kota Palu ialah dengan mengadakan penguatan internal lembaga zakat, melalui 
pembangunan manajmen kemandirian sehingga dengan ini BAZNAS dapat 
menentukan dan menjalankan programnya secara professional. 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 
positif bagi pengembangan lembaga zakat secara umum dan khususnya BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan 
meningkatkan perekonomian umat (mustahik).  
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The research aims at knowing the optimal role of BAZNAS of Central Sulawesi Province 
in utilizing tithe in the city of Palu based on the tithe legislation number 23 in the year of 2011, 
to know how the model of tithe utility is that is implemented in optimizing tithe utility in Palu 
city. And to give strategy in optimizing the role of BAZNAS of Central Sulawesi province in 
utilizing tithe in the city of Palu.         
 The kind of research is descriptive qualitative, the key instrument is the researcher 
herself. The location of the research is at BAZNAS of Central Sulawesi province, located in the 
complex of Agung Darussalam Mosque in Palu Jalan W.R Supratman, district of west Palu, 
central Sulawesi. Data were collected using interview, documentation, observation, and literature 
review methods. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing 
conclusion. While the approaches used were normative theology, juridical, and management. 
The data resources were primary and secondary data.      
  The results of the research show that the role of BAZNAS of Central Sulawesi 
Province in utilizing the tithe in the city of Palu run based on the guidelines of tithe legislations 
although it was not optimal. Some models of tithe implemented, namely distributing 
consumptive tithe (based on the needs of (Mustahik), the tithe receivers) and productive tithe in a 
form of business budget (Soft loan, continuous budget and free budget). The strategy that can be 
used by BAZNAS of Central Sulawesi Province in utilizing tithe in Palu city is holding internal 
strengthening of the tithe institution, through independent management so that BAZNAS could 
determine and run its programs professionally without any handicaps from outside the institution 
 The implication of the research is expected to contribute positively in developing the tithe 
institution in general, and especially at BAZNAS of Central Sulawesi Province, in order that it 
could give prosperity and increasing the economical sector of the community 










A. Latar Belakang Masalah 
 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk 
melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional, yang merupakan lembaga 
pemerintah nonstruktural yang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui Mentri.1 Didalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat 
Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara Nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelola-
an zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng koordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.2 
Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sendiri dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat yang menjadi area kerjanya. 
Pengelolaan zakat bukan perkara mudah mengingat bangsa Indonesia sendiri, 
terutama yang muslim belum sepenuhnya menyadari letak urgensi zakat dan 
pendayagunaannya. 
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat 
nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut: 
1. Perencanaa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaa zakat, 
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaa zakat, 
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaa zakat, 
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4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaa pengelolaan zakat.   
Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya 
pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung- 
jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.3 Lembaga tersebut bertugas meng-
atur, mengelola serta mendistribusikan dana-dana zakat bagi golongan yang ber-
hak mendapatkannya. Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia pada 
hakekatnya adalah berupaya untuk ikut memberikan kontribusi dalam peng-
embangan dan pembangunan masyarakat. 4  Badan Amil Zakat Nasional juga 
dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.5 
Adapun pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Prov. dan kabupaten/ 
Kota, maka dibentuklah lembaga zakat Prov. dan Kabupaten/Kota dibawah 
naungan BAZNAS. Lembaga zakat Prov. ini dibentuk oleh Menteri atas usulan 
Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, sedangkan pada  
kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul 
bupati/wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dan melaksanakan 
tugas dan fungsi di Prov. atau Kabupaten/Kota masing-masing.6 Lembaga ini 
juga terdapat hingga lapisan, yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah. 
Kehadiran lembaga pemerintah, tentu saja memberikan peluang yang 
cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik diperKotaan mau-
pun daerah dengan menjalin kerjasama dengan mesjid-mesjid tertentu untuk 
menjaring pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan tujuan dapat mem-
permudah masyarakat dalam hal pelaksanaannya. Karena pada prinsipnya, jalan 
                                                             
3 Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia,  (2012), h. 48. 
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Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajmen Pengelolaan  Zakat, h. 54. 
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Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajmen Pengelolaan  Zakat,  h. 27. 
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keluar dari kemiskinan harus dibuka selebar-lebarnya diantaranya dengan pen-
distribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang menyantuni dan 
memberdayakan kaum dhuafah. Pada saat bersamaan jalan menuju kemiskinan 
jangan dibiarkan terbuka bagi siapapun.7 Lembaga ini, diharapkan dapat mem-
berikan kontribusi untuk mengurangi fenomena kemiskinan di Indonesia yang 
sampai saat ini telah mendominasi dalam kehidupan masyarakat, melalui pen-
dayagunaan zakat dengan baik dan benar serta tepat pada sasaran.  
Zakat memiliki kedudukan yang penting karena ia memiliki fungsi ganda, 
yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individu) kepada Allah untuk meng-
harmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah mu’amalah 
ijtimaiyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. 
Dalam hal ini, jumhur ulama sependapat, bahwa kedudukan zakat itu diantara 
lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti 
keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (hablun minallah) 
dan hubungan horizontal sesama manusia (hablun minannas), juga sebagai bukti 
(burhan) atas keimanan dan ke-Islam-an seseorang.8 
Tujuan zakat sebagai ibadah bidang harta benda (ibadah maliyah) yang 
diberikan dari orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang dizakati itu 
pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat seolah-olah harta tersebut di-
terima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima adalah fakir 
miskin.9 Bila zakat itu ditinjau dari segi proses pengalihan hak milik sebagian 
harta benda dari pemilik nisbi (manusia) kepada pemilik hakiki (Allah swt) maka 
zakat itu adalah perbuatan ibadah. Gambaran tentang proses sirkulasi harta 
tersebut diungkap oleh al-Qur’an dalam surah at-Taubah/9 ayat 104: 
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                            
      
Terjemahnya: 
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari 
hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.10 
Islam mewajibkan zakat atas harta orang kaya dalam rangka terlaksana-
nya keadilan sosial. Dengan demikian, gagasan fundamental zakat adalah mem-
berdayakan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan lainnya secara ekonomis 
sehingga dimungkinkan untuk dapat mencukupi diri mereka sendiri. Karena itu, 
al-Qur’an mengutuk keras terhadap orang yang sudah mapan ekonomi, tetapi 
tidak menunjang apalagi menghalangi terwujudnya keadilan sosial, seperti 
enggan mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah atau pinjaman kebajikan (Qardan 
Hasan) kepada fakir miskin yang memiliki kemampuan berusaha.11 
Seiring dengan gagasan inilah maka pembentukan lembaga pemerintah 
terkhusus dalam bidang pengelolaan zakat, yang dijalankan oleh BAZNAS 
semestinya dapat terlaksana dengan baik dan lebih terarah karena lembaga ini 
telah ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pemerintahan seperti tenaga PNS, 
pemerintah juga telah memberikan bantuan kelengkapan operasional lembaga 
amil zakat berupa computer, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat,12 
yang kesemuanya secara konstitusional dibawahi oleh aturan perundang-
undangan yang berlaku.       
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tingkat Prov. Sulawesi 
Tengah, menjalankan fungsi dan kendalinya berdasarkan bentukan Menteri atas 
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usulan Gubernur Prov. Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugasnya lembaga 
zakat ini telah banyak mengupayakan segala bentuk bantuan yang didistribusikan 
kepada mustahik yang semestinya memperoleh dana zakat itu sendiri baik 
penyaluran melalui pola konsumtif ataupun penyaluran dana melelui pola 
produktif. Namun dengan melihat perkembangan selama ini bahwa pola 
konsumtif yang diterapkan belum mampu memberikan dampak yang signifikan 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pola ini hanya cocok 
diterapkan pada pembagian dana zakat fitrah, bantuan kesehatan, pendidikan, 
serta bantuan bencana alam dan keadaan yang bersifat darurat lainnya. 
Bantuan atau dana ZIS yang diperoleh oleh BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah ini bersumber dari beberapa lingkup masyarakat secara individu ataupun 
kelompok yang tergabung dari beberapa instansi atau organisasi, seperti SKPD 
seSulawesi Tengah dan beberapa Perguruang Tinggi Negeri yang telah 
melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga zakat ini. Dana zakat ini 
diperoleh melalui pembayaran perorangan yang datang secara langsung untuk 
menyerahkan sendiri kewajiban zakatnya, ataupun melalui pemotongan gaji 
secara otomatis oleh instansi atau PT terkait dan ditransfer langsung ke rekening 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah.13 
Namun jika dilihat dari sumber penerimaan yang diperoleh oleh lembaga 
zakat ini, dana yang diterima belum sesuai dengan rasio jumlah umat muslim 
baik secara individu ataupun kelompok. Hal ini dapat dilihat dengan masih 
banyaknya jumlah instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak 
melakukan kerjasama semacam ini dengan lembaga zakat Prov. Sulawesi Tengah 
sendiri. Hal ini memberikan dampak langsung kepada sumber pemasukan zakat 
sehingga ikut pula mempengaruhi cakupan mustahik yang akan memperoleh 
bantuan melalui dana zakat.   
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Berdasar pada sumber pemasukan dana zakat yang diperoleh kolektif dari 
beberapa instansi dan perguruan tinggi tertentu ataupun yang diperoleh secara 
perorangan yang datang langsung untuk menyerahkan dananya, maka BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah sendiri dapat melaksanakan tugasnya untuk 
mendistribusikan dana zakat tersebut kepada pihak-pihak yang dianggap berhak 
dalam perolehannya. Namun pendistribusian dana zakat dikhususkan hanya pada 
zakat produktif dan bukan zakat konsumtif yang biasanya diberikan kepada 
mustahik dari dana hasil pembayaran zakat fitrah, dengan tujuan agar 
kebermanfaatan dana zakat yang diberikan dapat berlangsung terus-menerus dan 
memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik.  
Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik untuk 
tujuan usaha dalam bentuk permodalan ataupun pelatihan kerja, yang diharapkan 
hal ini dapat memberikan bantuan kepada mustahik dalam jangka panjang 
sehingga kemandirian ekonomi pada mustahik dapat terwujud. 
Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa:14 
1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.  
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Mentri. (Hal ini tepatnya termuat dalam Bagian Ketiga tentang Pen-
dayagunaan zakat diPasal 27). 
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai butir pasal 27 ayat 1 dan 2 
tersebut ialah sebagai berikut: 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “usaha 
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produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan 
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “peningkatan 
kualitas umat” adalah peningktan sumber daya manusia, dan Ayat (2) Kebutuhan 
dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan 
kesehatan.16 
Dengan adanya ketentuan tersebut maka dalam pendistribusian dana 
zakat, BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah telah memiliki sasaran atau target-target 
tertentu untuk pola zakat produktif ini, dengan kriteria sebagai berikut:17 1) 
Miskin, 2) Muslim, dan 3) Memiliki pekerjaan ataupun keahlian tetapi terbatas 
secara ekonomi. Ketiga kategori tersebut menurut amil lembaga zakat ini 
merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon mustahik. Dalam artian 
kebutuhan primer mustahik tersebut telah terpenuhi seperti pakaian, makanan 
dan tempat tinggal. 
Bantuan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah diantaranya ditujukan pada pemberian permodalan untuk 
pedagang asongan, nasi kuning, ikan laut, pemberian bantuan kepada nelayan di 
perkampungan nelayan dalam bentuk mesin dinamo, katinting (perahu kecil) dan 
jaring atau alat pancing, pemberian bantuan anak kambing pada para peternak 
kambing di beberapa daerah, seperti yang diberikan di beberapa daerah di 
kabupaten Sigi Biromaru dan Donggala, serta bantuan benih dan pupuk untuk 
para petani yang ada di kabupaten Wera Prov. Sulawesi Tengah. 
Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan 
oleh BAZNAS Privinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut18: 
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1. Pendataan mustahik. Pendataan mustahik untuk pendistribusian zakat 
produktif lebih dikhususkan pada mustahik atau keluarga mustahik yang 
kebutuhan mendasarnya telah terpenuhi seperti pakaian, makanan dan  
tempat tinggal. Dalam artian ketiga kebutuhan primer ini tidak sedang 
dibutuhkan pada keadaan mendesak atau krisis. Sehingga bantuan yang 
nantinya diberikan betul-betul dapat dikelola secara produktif sebagai 
modal usaha dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan primer. 
2. Pengisian formulir untuk surat pengajuan bantuan. 
3. Survei kelayakan. Hal ini untuk menilai apakah calon mustahik yang 
mengajukan surat permohonan bantuan benar-benar layak atau tidak 
untuk diberikan dana zakat produktif menurut standarisasi dari internal 
lembaga zakat itu sendiri. 
4. Pendistribusian. Pendistribusian bantuan hanya diberikan kepada para 
mustahik yang telah dinyatakan layak untuk perolehannya dan telah 
melalui survei terlebih dahulu oleh pihak amil zakat. 
5. Monitoring dan evaluasi bantuan. Mengenai monitoring atau pengawas-
an terhadap mustahik yang telah mendapatkan dana bantuan, pihak amil 
sendiri mengakui ketidak efektifannya dalam melakukan pengawasan. 
Selain kesibukan, faktor kurangnya perhatian juga menjadi alasan dalam 
masalah monitoring ini. Sedangkan evaluasi terhadap bantuan dana 
zakat produktif juga mengalami kelemahan seiring dengan lemahnya 
monitoring atau pengawasan dari pihak BAZNAS Prov. sendiri. 
Kurangnya pembinaan inilah yang menurut peneliti memberikan 
pengaruh sangat signifikan terhadap kendornya pengelolaan zakat pada 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, walaupun hal ini tidak berarti sepenuhnya 





memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat 
melalui pendayagunaan zakat. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan penjabaran dari fenomena atau latar belakang masalah 
diatas, maka penulis dapat merumuskan fokus permasalahan yang akan dikaji 
lebih mendalam dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana optimalisasi peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam 
pendayagunaan zakat di Kota Palu berdasarkan perundang-undangan 
zakat Nomor 23 Tahun 2011? 
2. Bagaimana model pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh  BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan dayaguna zakat di Kota 
Palu? 
3. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah dalampendayagunaan zakat di Kota Palu? 
 
C. Fokus Penelitian 
 
Fokus pada penelitian ini ialah mengenai optimalisasi peran BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu berdasarkan 
perundang-undangan zakat Nomor 23 Tahun 2011, yang lebih lanjut meninjau 
pada kualitas kelembagaan, manajmen dan sumber daya manusia BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah berdasarkan UU Pengelolaan Zakat yang berlaku.  
Selanjutnya akan dibahasa mengenai model pendayagunaan zakat yang 
diterapkan oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan 
dayaguna zakat di Kota Palu. Hal ini lebih kepada langkah-langkah yang 





Tahap akhir, setelah mengetahui peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
dan model pendayagunaan zakat yang diterapkan ditengah-tengah mustahik di 
Kota Palu, maka kajian mengenai strategi apa yang semestinya diterapkan oleh 
lembaga pengelolaan zakat, akan menjadi kajian penutup dalam penelitian ini.  
Berdasarka uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup 
dari fokus pembahasan penelitian ini adalah menelusuri mengenai sejauh mana 
optimalisasi atau upaya yang dilakuka dari peran penting BAZNAS dalam 
mengelola dan mendayagunakan zakat dengan baik dan benar di Kota Palu 
hingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang diharapkan sesuai target yang 
ingin dicapai. 
 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
 
Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi 
penelitian yang akan dilakukan. Hal ini mengungkapkan tema-tema penelitian 
terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, 
tetapi melihat perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan 
kelayakan penelitian yang akan dilaksanakan karena terhindar dari duplikasi.  
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan adanya berbagai dukungan 
teori dari bebagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi yang kuat 
dengan rencana suatu penelitian. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti 
mempunyai relefansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan 
yang terkait. 
Hasanuri, yang membahas tentang “Pemberdayaan Zakat bagi Peng-
embangan Ekonomi Umat di Kota Kendari” pada tahun 2010. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan zakat terhadap peng-
embangan ekonomi umat di Kota Kendari. Fokus penelitian adalah pemberdaya-





pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi umat di Kota Kendari. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengelolaan zakat Badan 
Amil Zakat Daerah dan kinerjanya belum menunjukkan hasil sebagaimana yang 
diharap-kan dalam upaya menumbuhkan ekonomi umat, meningkatkan 
kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.  
Supriono, dalam penelitianya yang bertema “Pemberdayaan Pengelolaan 
Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Donggala”, yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan BAZNAS dalam pengelolaan, serta 
kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan lembaga 
zakat di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa sistem 
pemberdayaan Bazda belum mencerminkan adanya manajmen yang modern dan 
profesional, dengan kendala kurangnya pemahaman masyarakat, serta kepercaya-
an terhadap lembaga pengelola zakat, dan masalah sosialisasi yang belum 
maksimal. 
Muh. Alwi dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Badan Amil 
Zakat Kabupaten Luwu Utara; Peluang dan tantangan dalam reaktualissi UU RI. 
No. 38 Tahun 1999”. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 
objektif mengenai BAZ Kab. Luwu Utara diantara peluang dan tantangan dalam 
mereaktualisasikan UU. No. 38 Tahun 1999 tersebut. Adapun hasil penelitian 
yang diperoleh bahwa faktor pendukung ataupun peluangnya ialah adanya 
kebijakan pemerintah dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, kesadaran 
masyarakat serta sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BAZ dan adanya 
dukungan pemerintah setempat. Adapun faktor penghambatnya ialah masih 
adanya anggapan negatif dan kurangnya kepercayaan  masyarakat terhadap 
pengelola zakat, belum adanya data aktual tentang mustahik dan muzakki, serta 
masih adanya keterbatasan aturan zakat yang hanya membahas pengelola sedang-





Salah satu rujukan yang memberikan banyak kontribusi didalam 
penelitian ini ialah buku Hukum Zakat milik Yusuf Qardhawi, jika dilihat dari 
uraiannya termaksud kategogi buku yang sangat komperhensif dalam membahas 
masalah zakat. Karena buku itu dianggap lengkap dalam menguraikan seluk 
beluk zakat, bukan hanya mengenai gambaran umum saja tetapi Yusuf Qardhawi 
menjelaskan kaitan zakat dengan kehidupan secara umum.19 
Sedangkan buku-buku yang disusun oleh pakar dan ahli di Indonesia juga 
banyak yang membahas mengenai zakat. Misalnya buku hasil penelitian dengan 
judul “Mensejahterakan Umat dengan Zakat, potensi dan realita zakat di 
Indonesia”. Yang berisi mengenai potensi zakat di Indonesia, pendayagunaan, 
permasalahan, potensi dan pendayagunaan zakat berdasarkan Kota, serta motifasi 
dan alasan bersedekah kaum muslimin.20 Serta banyak lagi buku-buku lainnya 
yang tentu saja dapat menjadi pendukung teori-teori yang digunakan  didalam 
penulisan dan penelitian ini. 
Berdasarkan pada penelitian terdahulu ataupun rujukan yang telah di-
paparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-
penelitian tersebut, yaitu 
1. Menjadi asas dasar hukum dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah 
masih berpegang pada  UU RI. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat. Sedangkan pada penelitian ini, berpegang pada UU RI No.23 
Tahun 2011, yang merupakan hasil refisi dan sudah menjadi pengganti 
bagi UU sebelumnya, yakni UU RI. No. 38 Tahun 1999.  
2. Menjadi objek penelitian dari penelitian ini adalah BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah selaku lembaga resmi pemerintah yang memiliki 
tanggungjawab terhadap pendayagunaan zakat. Yang mana ingin 
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mengungkap sejauh mana optimalisasi atau usaha yang dilakukan 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah ini dalam pengelolaan dana zakat di 
Kota Palu, serta mengetahui apa saja model yang diterapkan dalam 
pelaksanaan upaya itu, dan pada akhirnya ingin mengungkap strategi 
apa yang mestinya dilakukan oleh lembaga zakat ini dalam hal 
pengembangannya. 
 
E. Landasan Teoritis 
 
1. Pengertian Ekonomi Islam 
Membahas presfektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar 
harus diperhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara 
kepada akiqah Islam dan yang bersumber dari syariat-Nya”. Sedangkan dari sisi 
lain ekonomi Islam bermuara pada al-Qur’an al-Karrim dan as-Sunnah 
Nabawiyah yang berbahasa Arab.21 Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama 
Islam dan akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek.22 
Didalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkap dengan istilah al-iqtishad, 
yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan.23 Dari makna ini kata 
al-iqtishad berkembeng dan meluas sehingga mengandung makna ‘ilm al-
iqtishad, yaitu ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.24  
Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam 
mendefinisikan ilmu ekonomi. Umar Chapra mendefinisikan ekonomi syariah 
sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan 
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manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langkah sesuai 
dengan maqasid al-syariah atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang 
kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro 
ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan 
jalinan moral dari masyarakat.25 
Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, 
karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-
caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik 
produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip Ilahiyah dan 
pada tujuan Ilahi. Karena itu seorang muslim ketika menanam, bekerja, ataupun 
berdagang, maka dengan amalnya itu ia beribadah kepada Allah, semakin 
bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan taqarrubnya 
kepada Allah swt.26 
M.A Mannan juga mendefinisikan bahwa Ilmu ekonomi Islam merupakan 
illmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 
yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurang-
an, hampir tidak terdapat perbedaan apapun atara ilmu ekonomi Islam dan ilmu 
ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volume-
nya.27 
Beragam pengertian Ekonomi Islam, baik yang dikemukakan oleh para 
pakar ekonomi Barat maupun oleh pakar ekonomi syariah sendiri, menempatkan 
individu (manusia) sebagai objek kajian ekonomi. Namun demikian konsep 
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ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagai-
mana yang menjadi kajian ekonomi Barat, tetapi lebih dari itu. Konsep ekonomi 
syariah juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi 
religius. Karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi 
lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakan-
nya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan 
individu sebagai landasannya.28 
Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli menunjukkan bahwa 
persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan 
distribusi berupa pegelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang ber-
nilai ekonomis, akan tetapi, lebih dari itu, para ahli melihat persoalan ekonomi 
sangat terkait dengan persoalan moral, keadilan, ketauhidan dan sebagainya.        
2. Nilai-nilai Ekonomi Islam 
Al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum utama yang didalamnya 
terkandung tiga dimensi pokok ajaran Islam yakni aqidah, syariah dan akhlak. 
Secara tekstual al-Qur’an menggambarkan ajaran itu umumnya bersifat global 
yang nantinya diperjelas oleh sumber hukum yang kedua sebagai interpreter. 
Dalam upaya memunculkan nilai-nilai ekonomi syariah baik secara konseptual-
teoritik maupun aktualisasinya dalam praktek adalah sebuah keharusan dalam 
memposisikan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem yang utuh. 
Nilai-nilai Islam yang relevan dalam ekonomi syariah paling tidak dapat 
dimunculkan dari beberapa kemungkinan. Pertama: secara intrinsik bersumber 
dari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai wahyu Tuhan. Nilai-nilai ini merupakan 
turunan langsung dari wahyu untuk dilaksanakan dalam kehidupan dan memiliki 
sifat absolut. Kedua: dapat dimunculkan melalui proses kehidupan secara 
sosiologis yang umumnya disebut sebagai proses kultural atau biasa juga disebut 
                                                             





living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Nilai ini tidak bersifat 
kemutlakan, tetapi lebih bermakna fungsional. Ketiga: nilai yang dimaksud dapat 
ditemukan dalam sistem perundangan yang mengatur kegiatan ekonomi 
khususnya ekonomi syariah.29 
Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi, tetapi 
juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa 
tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tetapi juga untuk ke-
pentingan yang lebih utama, kesejahteraan ukhrawi. 
Karena itu, ajaran yang terpenting dari Islam ialah ajaran tauhid yang 
memahami bahwa yang menjadi dasar dari segala dasar ialah pengakuan tentang 
adanya Tuhan yang Maha Esa, salah satu ajaran dasar lainnya dalam agama Islam 
ialah bahwa manusia tersusun dari badan dan roh itu berasal dari Tuhan dan akan 
kembali kepada Tuhan. Selanjutnya Islam berpendapat bahwa kehidupan 
manusia di dunia ini tidak bisa terlepas dari hidup manusia di akhirat, ke-
bahagiaan diakhirat bergantung pada kehidupan di dunia. Sebab itu Islam 
mengandung peraturan tentang kehidupan masyarakat manusia. 30  Tidak ter-
kecuali dalam masalah muamalah dan bidang ekonomi khususnya. 
Masalah nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalat Islam, maka 
tampak secara jelas bahwa terdapat empat nilai utama yaitu: Rabbaniyah 
(Ketuhanan), akhlak (khuluqiyah), kemanusiaan (insaniyah) dan pertengahan 
(tawazun). Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan ataupun keunikan didalam 
ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat 
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menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran 
Islam. 31 Secara singkat nilai-nilai tersebut dapat dijabarka, sebagai berikut: 
1) Nilai Ketuhanan (Ilahiyah) 
Nilai Ilahiyah menjadi asas dalam wujud sistem akidah (keyakinan) 
Islam, yang diabstraksikan termaksud dalam kegiatan ekonomi yang me-
lahirkan sejumlah prinsip dasar, yakni: beriman kepada Allah; manusia 
bukan hanya dimaknakan secara biologis tetapi dilengkapi dengan sistem 
rubiyah yang bernilai tinggi sehingga akan menyandang status khalifah; 
manusia hanya diharuskan mengabdi kepada Allah dan bukan selain-Nya; 
Allah memberikan perhatian khusus kepada manusia dengan mengutus Rasul 
sebagai penunjuk kepada keselamatan; orientasi hidup tidak hanya pada 
kesenangan tetapi juga pada pengabdian kepada-Nya; dan kematian bukan 
akhir dari segalanya tetapi sebagai proses perpindahan alam menuju tahapan 
baru yang lebuh hakiki.32 
2) Nilai akhlak (Khulikiyah) 
Implementasi akhlak dalam kegiatan ekonomi akan menampilkan 
profil yang merupakan representasi dari nila-nilai humanis, etika dan 
estetika. Sehingga dengan dorongan kesadaran jiwa pelaku ekonomi tetap 
mengacu kepada kepantasan dan tidak melampaui batas. 
3) Nilai kemanusiaan (Insaniyah) 
Nilai insaniyah merupakan bagian dari nilai Ilahiyah yang telah 
memuliakan dan mengangkatnya sebagi khalifah di bumi. Ekonomi syariah 
menempatkan manusia yang memungkinkan berusaha semaksimal mungkin 
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guna memenuhi kebutuhan hidup namun tetap berpegang teguh pada syariat 
Allah sebagai pemberi mandate kekhalifahan. 
4) Nilai Keseimbangan (Tawazun) / pertengahan  
Menurut ekonomi Islam, wujud keseimbangan diterapkan pada semua 
sisi, yakni keseimbangan antara modal dengan aktivitas, produksi dan 
konsumsi, barang hasil produksi dan tingkat kebutuhan,33 serta yang lainnya 
yang berhubungan dengan aktifitas ataupun kegiatan perekonomian umat 
baik secara kelompok ataupun antar individu. 
Al-Qur’an berulang kali mengingatkan kepada kaum muslimin agar 
tidak menyimpan dan menimbun harta untuk kepentingan sendiri, tetapi 
harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga dan orang-orang 
yang perlu mendapat bantuan dalam masyarakat setelah memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri secara sederhana. Dan terkhusus bagi 
orang mampu untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum fakir 
dan miskin.34 
Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam dan 
keunikan peradaban Islam. Atas dasar ini, dapat dinyatakan dengan penuh 
kepercayaan dan ketenangan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. 
Ia adalah ekonomi Ilahiyah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi ber-
akhlak dan ekonomi pertengahan. Makna dan nilai-nilai pokok ke empat ini 
memiliki cabang, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalat 
Islamiyah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi. 
Yang kesemuanya dibentuk dengan ke empat nilai tersebut, sebagai cerminan 
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ataupun penegasan darinya. Jika tidak demikian, maka ke-Islam-an itu hanya 
sekedar simbol dan pengakuan.35 
3. Prinsip Ekonomi Syariah 
Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan 
kategori pada prinsip-prinsip ekonomi syariah namun dari berbagai perbedaan 
tersebut, pada dasarnya prinsip-prinsip dari ekonomi syariah yaitu36: 
a. Prinsip Tauhid 
Tauhid dalam ajaran agama Islam merupakan suatu yang sangat 
fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia 
adalah dalam rangka penyampaian (tabligh) ajaran tauhid, menghimbau 
manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. 
Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini 
mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, sama 
pentingnya dengan hubungan kepada Allah. Dalam arti manusia dalam 
melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang 
bersumber kepada al-Quran al-Karim. 
b. Prinsip Keseimbangan 
Keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi syariah berkaitan 
dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan 
individu dan masyarakat, keselarasan antara lahir dan batin, serta 
mengandung makna keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan melalui 
zakat, infaq, sedekah, waris, ghanimah (harta rampasan perang), fai (harta 
rampasan yang tidak melalui perang), kharaj (pajak daerah yang ditaklukkan 
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dalam perang), ushr (zakat tanaman), dan sebagainya dalam hal untuk men-
capai kesejahteraan.37 
c. Prinsip Khalifah 
Manusia merupakan khalifah (wakil tuhan) di muka bumi yang harus 
menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang 
pemberi mandat yaitu Allah swt, maka fungsi ini pula yang harus diterapkan 
oleh umat manusia dalam aktifitas perekonomiannya.    
d. Prinsip Keadilan 
Keadilan merupakan hal penting dalam mekanisme perekonomian 
syariah. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul, 
dan juga berdasar pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan 
berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Adil dalam ekonomi 
dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan 
terhadap para pekerja, serta segala hal yang timbul dari berbagai kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan.  
4. Karakteristik Ekonomi Islam 
Sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang 
meliputi tiga aspek pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori 
ekonomi dalam Islam, yaitu asas aqidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). 
Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-
Mausu’ah Al-Ilmiyah wa al-Amaliyah al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai 
berikut:38 
1. Harta kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah atas harta. Dalam 
karakteristik ini, terkandung makna bahwa semua harta baik benda ataupun 
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alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), sebagaimana firman Allah 
didalam QS al-Baqarah/2: 284. 
                       
                           
      
Terjemahnya: 
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat per-
hitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah meng-
ampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang di-
kehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.39 
Kandungan makna yang juga terdapat didalam karakteristik ini 
bahwa manusia adalah khalifah atas harta yang ia miliki. Diantara ayat yang 
menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta, adalah firman 
Allah QS. Al-Hadid/57 :7.  
                      
              
Terjemahnya: 
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai-
nya. 40  Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan me-
nafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.41 
 
Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa semua 
harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena 
Dia-lah yang menciptakan-nya. Akan tetapi Allah memberikan hak kepada 
                                                             
39Departemen Agama R.I, al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 71-71.   
40Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. 
hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah 
menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. 





manusia untuk memanfaatkanya. Dengan kata lain sungguh Islam sangat 
menghormati hak kepemilikian pribadi, namun kemanfaatannya tidak boleh 
bertentangan dengan aturan Allah serta tidak mengingkari kepentingan 
orang lain. Kepemilikan dalam Islam tidaklah mutlak karena pemilik 
sesungguhnya adalah Alllah swt.42 
2. Ekonomi terkait dengan aqidah, syariah (hukum) dan moral. 
Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah Islam tampak jelas dalam 
banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditunduk-
kan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam 
dengan aqidah dan syariat tersebut memungkinkan aktifitas ekonomi dalam 
Islam menjadi ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. At-Taubah/9 : 
34. 
…                   
         
Terjemahnya:  
… dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beri-tahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.43 
Ayat ini mengandung makna larangan terhadap penimbunan emas 
dan perak atau sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang 
yang berarti dapat menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan 
produksi, dan penyediaan lapangan kerja bagi para buruh ataupun pekerja. 
Dengan kata lain penimbunan, serta perilaku lainnya yang melanggar syariat 
dan dapat mendatangkan kerusian bagi individu ataupun kelompok harus 
dijauhkan dari praktek perekonomian Islam, seperti penipuan, kecurangan, 
pemborosan dan sebagainya. 
                                                             
42Budi Setyanto et all, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 18. 





3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 
Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia 
dengan akhirat. Setiap aktivitas didunia akan berdampak pada kehidupannya 
kelak diakhirat. Karena itu, aktifitas keduniaan tidak boleh mengorbankan 
kehidupan akhirat, melainkan menganjurkan adanya keseimbangan diantara 
keduanya. Sebagaimana ditegaskan Allah swt didalam beberapa ayat al-
Qur’an yang salah satunya pada QS. al-Qashas/28 : 77. 
                     
                         
          
Terjemahnya: 
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagi-
anmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah 
kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.44 
 
4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu 
dengan kepentingan umum. 
Keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam tidak 
mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-
batasan tertentu termaksud dalam bidang hak milik. Dalam artian kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak 
dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain. 
5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. 
Individu di dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk 
beraktifitas baik secara perorangan ataupun kolektif untuk mencapai tujuan, 
                                                             





namun tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah swt. 
Prinsip ini sangat berbeda dengan kebebasan yang dianut oleh sistem 
ekonomi kapitalis yang tidak diatur oleh norma-norma ukhrawi, maupun 
sosialis yang justru tidak ada kebebasan sama sekali. 
6. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian 
Islam memperkenankan Negara untuk mengatur masalah per-
ekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial 
terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, Negara bekewajiban melindungi 
kepentingan masyarakat dari ketidak adilan yang dilakukan oleh seorang 
atau sekelompok orang ataupun dari Negara lain. Juga wajib memberikan 
jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.45 
7. Bimbingan konsumsi 
Bimbingan konsumsi dalam Islam yaitu dengan tidak berlebih-
lebihan serta hidup secara boros dalam kemewahan yang tidak mendatang-
kan manfaat, Allah berfirman QS. al-A’raf/ 7: 31. 
                         
             
Terjemahnya: 
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 
mesjid, 46  Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 47 






                                                             
45Budi Setyanto et all, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 27. 
46Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau 
ibadat-ibadat yang lain. 
47Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula 
melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. 





8. Petunjuk investasi. 
Mengenai kriteriaini, Al-Mausu’ah Al-Ilmiyah wa al-Amaliyah al-
Islamiyah memandang lima criteria yang sesuai denga  Islam, yakni: proyek 
yang baik menurut Islam; memberikan rizki seluas mungkin kepada 
masyarakat; memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekaya-
an; memelihara dan menumbuh kembangkan harta; melindungi kepentingan 
anggota masyarakat.   
9. Zakat  
Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta 
yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem ekonomi diluar Islam 
tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan 
sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan 
dendam.  
10. Larangan riba 
Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya 
yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. 
Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal 
adalah bunga (riba).  
Demikian beberapa karakteristik ekonomi Islam menurut Al-Mausu’ah 
Al-Ilmiyah wa al-Amaliyah al-Islamiyah. 
5. Ruang Lingkup Ekonomi Islam 
Pembahasan mengenai ruang lingkup ekonomi syariah membawahi 
beberapa hal yang termaksud dalam cakupan kajiannya, diantaranya yaitu: a) 
Perbankan Syariah, b) Pegadaian Syariah, c) Asuransi Syariah, d) Pasar Modal 
Syariah, e) Perwakafan, f) Warisan, dan g) Zakat, Infaq, Sedekah. 
Namun didalam penelitian ini yang menjadi pembahasan utama ialah 
mengenai zakat. Yang mana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus 





landasan hukum dalam penelitian ini ialah beberapa ayat Al-Qur’an yang me-
negaskan kewajiban berzakat ataupun yang memberi perintah untuk memberi 
makan orang-orang miskin yang sejatinya menjadi target atau sasaran dari 
pembayaran zakat itu sendiri. Begitu pula dengan Undang-Undang negara 
Republik Indonesia (UU RI Nomor 23 Tahun 2011) Tentang Pengelolaan Zakat, 
serta Peraturan Pemerintah yang juga terkait dengan masalah zakat. 
a. Q.S. At-Taubah/9: 103. 
                          
              
Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan 49  dan mensucikan 50  mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.51 
Q.S. Adz-Zariyat/51: 19. 
                
Terjemahnya: 
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
52
. 
QS. Al-Baqarah/2: 110. 
                        
               
Terjemahnya: 
                                                             
49Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-
lebihan kepada harta benda  
50 Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 
memperkembangkan harta benda mereka.  
51Departemen Agama R.I., al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 297. 





Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 




b. UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
c. PP (Peraturan Pemerintah) Tentang Pemjelasan UU RI No. 23 Tahun 2011. 
d. PERGUB ataupun PERDA yang terkait dengan masalah zakat. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:  
1. Mengetahui optimalisasi peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam 
pendayagunaan zakat di Kota Palu berdasarkan perundang-undangan zakat 
Nomor 23 Tahun 2011. 
2. Mengetahui bagaimana model pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh  
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan dayaguna zakat di 
Kota Palu. 
3. Mengetahui strategi yang mesti digunakan untuk mengoptimalkan peran 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 
a. Kegunaan Ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap peng-
embangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi hasanah 
dalam pengembangan pengamalan ilmu ekonomi syariah khususnya dalam 
pengaplikasian pengelolaan zakat secara benar dan tepat sasaran.  
b. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan yang strategis bagi pengoptimalisasian pengelolaan dan peng-
embangan kelembagaan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah khususnya. 
 
                                                             









A. Tinjauan Umum Zakat 
 
1. Pengertian Zakat 
Zakat menurut bahasa, berarti nama’ berarti kesuburan, thaharah berarti 
ksucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathir yang berarti 
mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan 
zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan 
“harta yang dikeluarka” itu dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu 
kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.1 Didalam Al-Qur’an zakat mem-
punyai beberapa istilah yakni2: 
a. Zakat. “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku”. (QS Al-Baqarah/ 2: 43) 
b. Shadaqah (sedekah). “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah 
menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwa-
sanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?” (QS. At-Taubah/ 
9: 104) 
c. Haq. “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
                                                             
1Teungku Muhammad Hasbi Ash-Sahiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rezki 
Putra, 2009., h. 3.    





disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-
An’am/ 6:141) 
d. Nafaqah. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah/ 9: 34). 
e. Afuw. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS Al-A’raf/ 
7 :199) 
Sedangkan pengertian terminologinya, zakat adalah jumlah tertentu dari 
harta yang Allah ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang 
berhak.3 Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa zakat 
ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang di-
miliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.4 
Menurut Ensiklopedia Islam, zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakah 
berarti mensucikan, memberkahi dan meningkatkan. Mengeluarkan zakat berarti 
menyucikan harta dari keserakahan. Zakat juga berarti kebijakan fiskal yang 
dapat memastikan keadilan sosial, serta sebentuk pembarian amal yang di-
sebutkan berkali-kali dalam al-Qur’an maupun hadis.5 
Zakat adalah fardlu ’ain bagi setiap umat muslim. Pada zakat terdapat 
nisab sebagai syarat pengeluarannya, disamping telah mencapai satu tahun 
(haul). Apabila zakat telah diwajibkan maka kewajiban tersebut tidak gugur. 
                                                             
3Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, Kekuatan Zakat (Yogyakarta: Pustaka Albana, 
2010),  h. 7-8. 
4 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Direktorat Jendral 
Peradilan Agama: 2010), h. 189. 






Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan Negara serta kemaslahatan umat 
seperti yang terjadi pada harta pajak yang dipungut dari umat. Zakat adalah hak 
bagi delapan asnaf yang wajib dimasukkan ke baitul maal, baik ada keperluan 
ataupun tidak.6 
Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, 
jiwa dan hartanya. Bila dilihat dari satu segi, seseorang yang mengeluarkan zakat 
berarti hartanya berkurang, tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala 
bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala 
bertambah, harta itu juga bekembang karena mendapat ridho Allah dan berkat 
panjatan doa dari fakir miskin, anak yatim dan para mustahik lainnya yang 
merasa disantuni dari hasil zakat itu.7 
Pada penjelasan tentang makna terminologi zakat, telah diketahui bahwa 
zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi 
tertentu, dan pada waktu tertentu pula. Adapun infak yaitu mengeluarkan harta 
yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnnah. 
Infak wajib diantaranya nazar, zakat dan lain-lain, sedangkan infak sunnah 
diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan 
sebagainya. Sedangkan Sedekah memiliki makna lebih luas dari pada zakat dan 
infak karena mencakup materi dan non-materi. 
Sedekah merupakan ungkapan kejujuran iman seseorang. Karena itu, 
Allah menggabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah dengan 
orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara orang bakhil dan 
yang mendustaka. Sebagaimana disebuthak dalam surah Al-Lail ayat 5-10.8 
 
                                                             
6M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 
223.   
7Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996)., h. 1.  
8Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat  (Direktorat Jendral Bimbingan 





2. Landasn Hukum Zakat 
Zakat sebagai salah satu rukun Islam, sebagaimana rukun Islam lainnay 
(shalat puasa dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber 
dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Dalam Al-Qur’an 
kata zakat dalam bentuk ma’rifat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, bahkan 
82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, 
yaitu sedekah dan infak,9 diantara 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam 
satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang 
sama dengan sholat akan tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firmannya: “Dan 
orang-orang yang giat menunaikan zakat”, setelah ayat: “orang-orang yang 
khusyu dalam sholat”.10 
Adanya pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mem-
punyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting, dan penggandengan 
zakat dan shalat memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat 
dengan ibadah sholat. Sholat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, 
sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama 
manusia.11 Pijakan hukum disyaratkanya zakat ditemukan dalam beberapa ayat 
Al-Quran dan Hadis, diantaranya ialah :  
a. Q.S. Al-Baqarah/2: 110.  
                        
              
  
 
                                                             
9Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT Grafindo 
Persada, 1998), h. 43.  
10Fakhruddin, Fiqh Dan Manajmen Zakat Di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 
2008)., h. 43-44.  






Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 
nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang 
kamu kerjakan.12 
b. Q.S. Al-Taubah/9: 103. 
                          
              
Terjemahnya: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan 13  dan mensucikan 14  mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.15 
Dalil-dalil lainya yang terdapat dalam al-Quran yang menegaskan tentang 
kewajiban berzakat yakni pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267, Q.S. Al-An’am/6: 141, 
Q.S. Al-Taubah/9: 11, 34-35, 60, Q.S. Al-Mu’minin/23: 1-4, Q.S. Al-
Dzariyat/51: 19, dan Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.16 
Dari beberapa ayat yang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pesan 
yang antara lain mengenai perintah wajib zakat dan perincian kelompok-
kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini 
akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat sedangkan yang mengingkarinya 
akan memperoleh azab karena melalaikanya. Karena zakat juga dapat 
ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas mengenai kebenaran dan kesucian 
iman seseorang serta pembeda antara muslim dan kafir. 
 
                                                             
12Departemen Agama R.I, al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 
h. 30.  
13Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-
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14 Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 
memperkembangkan harta benda mereka. 
15Departemen Agama R.I, al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 297-298.  






Selain al-Qur’an beberapa hadits mengandung hukum zakat, ialah:  
امرت ان اقاتل الناس : هللا صلي هللا علیھ وسلم قالي عمر رضي هللا عنھما ان رسول نعن اب
فاذا فعلوا , حتي یشھدوا ان الالھ اال هللا و ان محمدا رسول هللا ویقیموا الصالة ویؤتوا الزكاة
  .ذلك عصموا مني دماءھم واموالھم اال بحق االسالم وحسابھم علي هللا تعالي
Artinya: 
Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa 
ilaha illallah, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Barang siapa 
telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari 
aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya pada Allah 
ta’ala”. (Bukhari no. 25, Muslim no. 22)     
Terdapat pula hadis yang mengungkapkan kewajiban pelaksanaan  zakat, 
yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mana Hadis oleh Umar ini memiliki arti:  
“Dari Umar ra, Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima 
pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 
Muhammad Itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, 
melaksanakan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan” 
Hadis ini menceritakan tentang kewajiban berzakat bagi seorang muslim 
dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan 
kepada kelompok yang mengalami kekurangan. Hal ini sunnah merupakan 
interpretasi lisan dan pelaksanaan konkret dari apa yang dinyatakan al-Qur’an, 
dengan menjelaskan yang samar, mempertegas yang belum jelas, memberi batas 
yang belum tegas serta mengkhususkan yang masih terlalu umum.17 
Kewajiban zakat didasarkan pula pada sunnah Nabi saw, ketika beliau 
mengutus Mu’az ke Yaman18, beliau bersabda, yang artinya:\  
“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan atas 
mereka zakat yang di-ambil dari orang-orang kaya diantara mereka, untuk 
kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. 
                                                             
17Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Globalisasi, h. 20. 





Demikian beberapa dalil dari ketentuan diwajibkannya zakat, baik itu 
zakat fitrah ataupun zakat terhadap harta benda. Tidak hanya bersumber dari 
Firman Allah swt, tetapi juga dari banyak contoh melalui praktek-praktek yang 
telah dipedomankan oleh Rasulullah saw. Semoga dengan ibadah zakat yang di-
lakukan akan dapat menambah keimanan dan ketaqwaan hamba-hamba-Nya. 
3. Sumber Zakat dan Syaratnya. 
Secara umum dan global Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil 
dari setiap harta yang dimiliki, seperti dikemukakan dalam surah at-Taubah ayat 
103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal seperti juga 
digambarkan dalam surah al-Baqarah ayat 267.19 
a. Q.S. At-Taubah/9: 103. 
                      …      
Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka…20 
 
b. Q.S. Al-Baqarah/ 2: 267.  
                          
                    
               
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
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memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji.21 
Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-
amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab, 
yang dengan bahasanya Al-Qur’an diturunkan, adalah segala sesuatu yang di-
inginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.22 
Ulama membagi harta kepada tiga bagian. Pertama, harta-harta yang kita 
perlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti rumah sebagai tempat 
tinggal. Pada harta-harta ini tidak ada zakat. Kedua, harta-harta yang bukan 
untuk memenuhi kebutuhan diri, tetapi untuk memperoleh keuntungan atau harta 
itu harta yang subur, seperti tanah yang ditanami, binatang yang dipelihara untuk 
dibiakkan, komoditi perniagaan, emas dan perak. Ketiga, harta-harta yang 
terletak diantara dua bagian tersebut, seperti emas, mesin pabrik dimana para 
buruh bekerja dengan upah. Harta-harta tersebut terdapat kewajiban membayar 
zakat, dan harta benda pada saat ini dapat dibagi menjadi tiga bagian tersebut.23 
Zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat, karena rumah dipakai tempat 
tinggal oleh pemiliknya, namun di era sekarang orang kaya berlomba-lomba 
membuat rumah sewaan untuk dimanfaatkan, maka terhadap rumah sewa juga 
dikenakan zakat. Termaksud dalam kekayaan tersebut adalah saham-saham 
dipasar bursa  dan segala macam surat-surat berharga yang mempunyai nilai uang 
didalam pasar.24 
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Litera Antarnusa, 2007)., h. 123. 
23Teungku Muhammad Hasbi Ash-Sahiddieqy, Pedoman Zakat., h. 205.  





Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar 
umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam 
penetapan harta menjadi sumber atau objek zakatpun terdapat ketentuan yang 
harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ke-
tentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib 
dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu 
yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam segala 
situasi dan kondisi yaitu infaq atau sedekah.25 Hal ini sebagaimana dikemukakan 
dalam firman Allah swt dalam surah al-Fatir/ 35: 29. 
                           
             
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan men-
dirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- 
rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”26 
Bahkan sedekah bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat materi 
atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat non-
materi, seperti memberi nasehat, melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar, men-
damaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertentangan, membaca 
tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. 
Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah 
sebagai berikut: 
Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. 
Artinya, harta yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkan-
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nya, jelas tidak dapat dikenankan kewajiban zakat karena Allah swt tidak akan 
menerimannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah 
ayat 267 dan 188 serta Q.S An-Nisa ayat 29, yang menegaskan larangan kepada 
orang-orang beriman terhadap perolehan harta melalui jalan yang batil, akan 
tetapi perolehan harta harus melalui perniagaan ataupun usaha-usaha halal yang 
tidak melanggar syariat serta tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain 
dan lingkungan hidup. 27 
Para ulam berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai 
senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus 
dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau 
kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan pada 
fakir miskin dan disedekahkan secara keseluruhan. 28  Dalam hal ini terdapat 
sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim: 
   ال یقبل هللا صدقة من غلول
Artinya:  
 Tidak diterima sedekah dari kekayaan ghulul29 
Didalam Shahih Bukhari juga terdapat satu bab yang menguraikan bahwa 
sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapat 
dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang 
halal dan bersih.30 
Kedua, harta tersebut berkembang dan atau berpotensi untuk dikembang-
kan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham atau 
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ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain. Harta yang 
tidak berkembang atau atau tidak berpotensi untuk berkembang tidak dikenakan 
kewajiban zakat. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk 
memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu 
berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu maksa zakat 
secara bahasa, yaitu al-Namaa ‘berkembang dan bertambah’.31 
Pada terminology fiqhiyah, menurut Yusuf Al-Qardhawi, pengertian 
perkembangan itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. 
Yang kongkrit dengan cara dikembang biakkan, diusahakan, diperdagangkan dan 
yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta 
tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya sendiri maupun 
ditangan orang lain atau diatas namakan.  
Ketiga, kepemilikan penuh. Yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol 
dan didalam kekuasaan pemiliknya. Keempat,  harta tersebut menurut pendapat 
para jumhur ulama harus mencapai nisabnya, yaitu jumlah minimal yang 
menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, dan Kelima, sumber-sumber zakat 
tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada 
atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu selama 
satu tahun. Keenam, kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau 
dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan 
hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.32  
Tentang objek atau sumber zakat, para pakar ekonomi Islam telah banyak 
melakukan beberapa inovasi dengan melihat kontekstual zaman yang selalu 
dinamis. Dan apabila perluasan objek zakat tersebut diakui dengan mencermati 
                                                             
31Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, h. 22.     
32





kontekstual lingkungan dan kedinamisan, maka akan berhadapan dengan objek 
zakat yang begitu luas. Dengan demikian luasnya objek pungutan zakat, maka 
dana zakat akan terkumpul optimal dan dapat melakukan aksi dalam pengentasan 
kemiskinan, tentunya jika didukung oleh kelembagaan yang baik. 
Selain zakat maal atau zakat harta, sumber zakat yang lainnya yang tidak 
kalah penting adalah zakat fitrah. Secara mendasar zakat fitrah berbeda dengan 
zakat harta, jika zakat harta merupakan pungutan yang diambil dari kelebihan 
harta, maka zakat fitrah adalah zakat pribadi dimana jumlah harta yang dimiliki 
tidak menjadi ukuran. Dua jenis zakat ini berdiri sendiri dan tidak mempunyai 
hubungan satu sama lain, karena jika seseorang sudah membayar zakat harta, 
pembayaran zakat tersebut tidak membebaskan dalam kewajiban zakat fitrah dan 
begitu pula sebaliknya. Zakat fitrah diperintahkan Rasul sebagai pungutan wajib 
yang harus dipenuhi setiap muslim pada akhir ramadhan dengan tidak mengenal 
batas umur, jenis kelamin, kondisi keuangan dan sosial.33 
Mengenai nisab zakat firtah, Imam Nawawi memberikan komentar bahwa 
tha’am dijadikan kebiasaan dan harga makanan itu bisa berbeda-beda sehingga 
lebih afdhal zat makanan dari pada harganya, namun semuanya dikembalikan 
kepada niat. Adapun besar zakat yang dikeluarkan menurut Jumhur adalah satu 
sha’, kira-kira setara dengan 3.5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, 
gandum) atau yang biasa dikonsumsi didaerah bersangkutan.34 
Zakat fitrah wajib dibayarkan pada malam terakhir Ramadhan ketika 
waktu Ied telah diumumkan, sedangkan waktu yang paling baik untuk 
membagikannya adalah sebelum sholat Ied walaupun boleh juga dibagikan 
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setelah shalat Ied dan dibayarkan pada hari-hari akhir Ramadhan. Zakat fitrah 
harus dibagikan kepada orang-orang miskin di wilayah komoditas terdekat,35 
dengan salah satu tujuan dikeluarkannya zakat ini adalah agar para fakir miskin 
dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi pada sesama umat Islam.36   
4. Manajmen dan Instrumen Zakat 
Manajmen zakat meliputi kegiatan perencanaan (planning), peng-
organisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) 
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam 
konteks ini kemudian muncullah dua istilah yang sangat berhubungan dengan 
zakat, yaitu muzakki (orang atau benda yang berkewajiban menunaikan zakat) 
dan mustahik (orang yang berhakmenerima zakat). Keduanya bagaikan dua sisi 
mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.37 
Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtimaiyah yang harus di-
kelola secara professional. Karena pengelolaan yang professional akan me-
ningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan 
zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apabila zakat memiliki fungsi dan peranan 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada giliran-
nya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.38 
Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan 
harta yang dizakati, mustahik serta amil zakat. Muzakki adalah seorang muslim 
yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan 
harta setelah sampai nisab dan haulnya. Zakat harta adalah bagian harta yang 
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disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 
sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.39    
Bila kembali kesejarah pengelolaan zakat pada masa awal Islam, yakni 
pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, organisasi pengelolaan zakat pada waktu 
itu terdiri dari empat bagian40: 
a. Katabah atau hasabah, bagian ini yang melakukan registrasi tentang siapa-
siapa yang wajib mengeluarkan zakat. 
b. Jubaah atau hasyarah, bagian ini yang melakukan penagihan dan 
pengummpulan zakat dari daftar registrasi. 
c. Qasamah, bagian ini yang mendistribusikan zakat yang berhak sesuai daftar 
yang diperoleh dari katabah. 
d. Khasanah, bagian ini yang menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.  
Jadi pengelolaan zakat dari dulu sudah ada pembagian tugas  (devision of 
work) yang rapih sehingga saling megontrol antara satu sama lainnya. Hal ini 
disebabkan karena lembaga ini sebagai pemegang amanah umat sehingga harus 
mempertanggung jawabkan kepada masyarakat secara transparan.  
Pada hal instrument, zakat merupakan harta yang diambil dari amanah 
harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan 
miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an (QS At-
Taubah: 60) yang disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat 
adalah merupakan tindakan transfer of income (perpindahan kekayaan) dari 
golongan yang kaya (agniya/the have) kepada golongan yang tidak berpunya (the 
have not). Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. 
Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi 
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ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk ke-
pentingan ekonomi produktif. Perubahan sifat tersebut menjadikan zakat ber-
kembang menjadi konsep muamalah atau kemasyarakatan, yaitu konsep tentang 
cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termaksud dalam 
bentuk ekonomi.41 
Energi ekonomi dari spektrum zakat ini secara historis telah terbukti 
handal dijadikan sebagai instrument keadilan sosial ekonomi yang mampu meng-
atasi kemiskinan dalam masyarakat. Zakat juga terbukti memiliki efek domino 
dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis 
kemisknan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil.42 
Zakat terkait dengan relokasi sumber-sumber ekonomi yang dapat meng-
angkat derajat orang-orang miskin. Mendayagunakan potensi zakat secara 
ekonomi berarti berfikir memanfaatkan zakat sebagai salah satu sumber ekonomi 
yang menghasilkan manfaat kansumtif dan produktif secara maksimal dan 
optimal. Juga untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada sekelompok 
orang atau pemerataan ekonomi.43 Menurut Yusuf Qardhawi, sebagai sumber 
ekonomi, zakat memiliki efek-efek domino sebagai berikut: 
a. Produksi. Dengan adanya zakat fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Dengan demikian permintaan yang ada dalam pasar akan meng-
alami peningkatan, maka produsesn harus meningkatkan produksi untuk 
memenuhi demand yang ada. Sebagai multiplier effect, pendapatan yang 
diterima akan naik dan investasi bertambah.  
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b. Investasi, dengan adanya alokasi zakat bagi fakir miskin, maka akan 
menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi akan bertambah dan men-
dorong peningkatan produksi, dimana hal tersebut akan mendorong adanya 
peningkatan invetasi.   
c. Lapangan kerja. Dana zakat yang dikelola dengan baik akan mampu mem-
buka lapangan kerja dan usaha yang luas. 
d. Pengurangan kesenjangan sosial. Islam mengakui adanya perbedaan atas 
tingkat kehidupan dan rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan 
karakter dasar dan kemampuan manusi. Namun dengan adanya zakat me-
rupakan salah satu instrument untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. 
e. Pertumbuhan ekonomi. Siklus ekonomi yang dihasilkan oleh zakat dapat 
berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat. 
Sehingga fenomena ini menjadi indikasi efek zakat terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan sosial masyarakat. 
Dana zakat mengandung makna kemanusiaan, secara implisit nampak 
juga faktor pemerataan dan persamaan yang dimaksudkan untuk menanggulangi 
kemelaratan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(ummat Islam). Karena itu objek zakat, subjek zakat dan pihak penerima zakat 
bersifat dinamis dan dapat mengalami perluasan. Untuk dapat melakukan 
pendayagunaan dana zakat secara efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu 
mendapat penekanan; dana zakat tidak diperioritaskan untuk konsumtif, namun 
dana zakat haruas bersifat produktif.44 
Ada beberapa model pemberdayaan mustahiq yang dapat dilakukan oleh 
para amil zakat, yaitu45:  
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a. Pengembangan ekonomi. Ada bebarapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam 
pengembangan ekonomi, yaitu: Pertama, penyaluran modal bagi individu 
atau kelompok yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi. 
Kedua, pembentukan lembaga keuangan oleh lembaga zakat yaitu lembaga 
keuangan mikro syariah (LKMS) yang dapat menyalurkan bantuan untuk 
pengusaha mikro. Ketiga, pembangunan idustri yangmana investasi ini di-
harapkan dapat menyerap tenaga kerja mustahik yang sudah disiapkan 
kapasitas SDM-nya sehingga dapat memenuhi standar persyaratan per-
usahaan.  
b. Pembinaan sumber daya manusi. Terkait hal ini dapat dilakukan beberapa 
hal diantaranya ialah: Pertama, program beasiswa yang bertujuan untuk 
membantu para mustahik dalam meningkatkan diri dan melakukan per-
ubahan diri yang lebih baik. Kedua, diklat dan kursus keterampilan program 
ini ditujukan bagi para mustahik yang kurang semangat melanjutkan pen-
didikan dan lebih berminat pada bidang keterampilan tertentu demi me-
ningkatkan etos kerja mustahik. Ketiga, membuat lembaga pendidikan 
dengan menyediakan infrastruktur pendidikan baik formal atau non formal 
bagi mustahik agar bisa melanjutkan pendidikan.  
c. Layanan sosial. Yang dimaksudkan ialah layanan sosial bagi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang paling mendasar: kebutuh-
an makanan, pengobatan, pembayaran sekolah bahkan pertolongan bencana 
alam.  
5. Hikmah Zakat 
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 





berzakat (muzakki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, 
maupun bagi masyarakat keseluruhan.46Adapun hikmah dan manfaat tersebut 
tersimpul dan terkandung didalamnya sebagai berikut: 
a. Zakat dapat memelihara harta orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat 
yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. 
b. Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang yang membutuhkan, 
sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta terwujudnya ke-
tentraman dan kedamaian dalam masyarakat. 
c. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, karena zakat akan 
menyadarkan orang-orang kaya bahwa dalam harta mereka terdapat hak 
orang lain yang harus dikeluarkan. 
d. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, karena bias saja dalam 
memperolehnya terjadi kekhilafan yang tidak disengaja. 
e. Zakat menjadi salah satu sarana dalam menunjukkan kesyukuran atas nikmat 
Allah swt. 
Hikmah-hikmah tersebut menunjukkan bahwa apapun yang diwajibkan 
Allah melalui Rasul-Nya selalu mengandung pelajaran berharga bagi seluruh 
ummat manusia demi terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat.47 
Zakat juga sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri 
nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, 
menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan 
hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki48. Hal 
ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah at-Taubah/ 9: 103 dan surah ar-
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Ruum/ 30: 39. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin 
bertambah dan berkembang, firman Allah dalam surah Ibrahim/ 14: 7. 
                           
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 
jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih"49 
 Secara fisik, menunaikan zakat mungkin saja hanya dapat dilihat sebagai 
bentuk kedermawanan pemberinya (muzakki), namun lebih dari itu zakat 
menyimpan makna yang sangat dalam dan mulia dari hanya sekedar berbagi 
kepada sesama. Tetapi didalam pelaksanaan zakat, dapat tercermin sikap ke-
syukuran seorang hamba yang dilandasi oleh keimanan. Karna dengan berzakat 
hati para muzakki dan juga mustahik akan menjadi tenang dan tentram, serta 
dapat berdamai dengan keadaan lingkungan sekitar baik secara emosional atau-
pun kehidupan sosial kemasyarakatan. 
 
B. Zakat dalam Kehidupan Sosial Ekonomi 
 
1. Zakat dan Segi Ekonomi 
Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada 
amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Hal ini 
sangat jelas sekali terlihat pada zakat mata uang, dimana Islam melarang 
menumpuknya, menahanya dari peredaran dan pengembangan.50 Dalam hal ini 
ada ancama Allah dalam surah at-Taubah/9: 34. 
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                       
      
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkah-
kannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih.51 
Namun, tidaklah cukup dengan sekedar ancaman yang berat ini, akan 
tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan, 
dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas 
dan simpanan. Hal ini tercermin ketika Islam mewajibkan 2,5% dari kekayaan 
uang atau harta apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, 
zakat itu merupakan suatu cambuk yang bias menggiring untuk mengeluarkan 
uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis di-
makan waktu.52 
Zakat berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin 
dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi 
uang yang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang 
itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian 
ataupun keberesan dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang 
lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda 
kita. Dalam tulisan ini akan dibahas makna "pertumbuhan" dalam definisi zakat 
secara sudut pandang ekonomi.  Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261.  
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                            
                        
Terjemahnya: 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui,53 
Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek multiplier dari zakat. 
Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan 
mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan 
pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang 
terjadi dalam perekonomian.  
Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat didukung oleh peranan zakat yang 
dikelola dan dialokasikan pada pembangunan dan pengembangan faktor-faktor 
ekonomi, demi merangsang pertumbuhan bidang ekonomi yang sehat dan 
seimbang tanpa mengabaikan satu sama lain. Segala sumber daya ditundukkan 
oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusi. hal ini terungkap 
dalam berbagai ayat, seperti dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 29. 
                      
                  
Terjemahnya: 
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.54 
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Namun karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh 
manusia, maka tugas manusia mengemban amanat pengelolaan tersebut. Pe-
manfaatan sumber daya yang diperoleh tidak dapat dilakukan kecuali untuk 
kepantingan sesuai dengan ketentuan amanah yang diberikan.55 
Hal tersebut sejalan dengan petunjik Allah dijabarkan dalam ajaran Islam 
dimaksudkan untuk membantu manusia mewujudkan tujuan kekhalifaan. Para 
fuqaha telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan 
adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam lapangan ekonomi meniscaya-
kan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, 
menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidak nyamanan, dan 
meningkatkan kualitas kehidupan, secara moral dan material. Pandangan ini juga 
meniscayakan penciptaan suatu lingkungan ekonomi dimana khalifah Allah 
mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi peng-
ayaan diri, keluarga dan masyarakatnya.56 
Zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah 
hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang ber-
kecukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya 
yang membutuhkan, sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan untuk men-
dekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Ibadah 
zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah Swt 
(hablum minallah) dan aspek hubungan manusia dengan sesama (hablum 
minannas). 
Memang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus menjadi natijah 
alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber 
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daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan 
ekonomi berbasis luas, namun laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. 
Hal ini disebabkan tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam 
kerangka nilai Islam menghendaki: 
a. Tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan 
secara moral dipertanyakan; 
b. Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin 
dengan mendorong konsumsi yang mencolok; 
c. Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang ataupun yang 
akan datang dengan menjerumuskan lingkingan fisik dan moral mereka.57 
Sebagian Negara dalam jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya 
memiliki potensi yang sangat besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat 
melalui pendayagunaan zakat. Namum potensi ini mesti diiringi dengan tingkat 
sadar zakat yang tinggi pula agar dapat memberikan dan memperlihatkan peran-
nya didalam pemberdayaan ekonomi.  
Sumber pemasukan zakat yang demikian besaranya potensinya, jika di-
laksanakan sepenuhnya bagi mereka yang berkewajiban dengan kesadaran, ke-
ikhlasan dan mengandung niat kemanusiaan yang melekat dalam aksi nyata, 
maka bukan tidak mungkin, bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dikalangan 
mustahik akan membawa mereka kepada derajat yang lebih tinggi yaitu dapat 
menjadi muzakki yang mandiri pada tahun-tahun berikutnya. 
Adanya kerjasama yang baik diantara masyarakat dan pemerintah untuk 
saling mendukung didalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik, 
diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang tepat bagi masalah kesenjangan 
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ekonomi yang banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat 
Indonesia. 
2. Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan 
Zakat sebagai sebuah kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi 
instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensi-
nya dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti 
BAZNAS, BAZDA ataupun lembaga lainnya. Peran dana zakat dalam kaitan ini 
tidak sesempit memberikan uang atau beberapa liter beras untuk memenuhi 
kebutuhan beberapa saat sehingga dalam durasi waktu yang singkat itu pula ia 
kembali keposisi semula, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan 
dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat yang menjadi haknya 
dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki tanpa bergantung 
pada orang lain.58 
Masalah kemiskinan dalah masalah yang amat mendasar, bahwa gejala 
tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya ia tidak 
sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan 
kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi realitas struktural yang sulit dipecahkan. 
Berbagai faktor penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling dominan 
adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan disisi lain dari kebijak-
an sistem perekonomian yang diterapkan. Dengan melihat realita tersebut, maka 
sudah saatnya kita mengkonstruksi konsep zakat agar dana zakat dapat 
memberikan peran optimal dalam pengentasannya.59 
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Menentukan suatu ukuran yang pasti untuk batas kemiskinan tidaklah 
mudah, tetapi para fuqaha mazhab seperti Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah 
mendefinisikan miskin sebagai60: 
 بھ تتم ال ولكن یعولھ من كفایة و كفایتھ من موقعا یقع الئق حالل كسب او مال علي قدر من
 .الكفایة
Artinya:  
“Orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, 
tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya.” 
Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin, ialah: 
  الذي ال یملكشیئا
Artinya:  
“… yang tidak memilikisesuatu (harta atau tenaga)” 
Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin tersebut, maka kedua sifat 
yang melekat pada dua terminology itu disebut miskin (al-miskin). Oleh karena 
itu, jika diperhatikan secara seksama, mengapa Al-Qur’an menetapkan sebanyak 
delapan golongan penerima zakat, hal itu realistis karena kedelapan golongan itu 
selalu eksis dimana-mana dan sepanjang masa. Justru itulah kewajiban zakat 
bersifat abadi dan ilzami.61 
Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an ditemukan agar nasib orang 
miskin itu diperhatikan dengan benar, kefakiran perlu diperangi dan dihilangkan, 
karena bisa merusak iman dan akidah. Allah swt berfirman didalam QS al-Isra’/ 
17: 26. 
                      
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Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.62 
Sebagai sanksi hukum bagi orang-orang yang tidak peduli kepada pen-
deritaan orang yang melarat (fakir miskin) adalah neraka sebagai sanksi yang 
paling besar, sebagaimana pada surah Al-Mudatsir/ 74: 42-44 
                       
      
Terjemahnya: 
“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?". Mereka 
menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan 
shalat, dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin.63 
Jika diperhatikan terjadinya proses kemiskinan dalam suatu masyarakat 
selain dari faktor internal seperti sikap malasan yang melekat dalam diri suatu 
golongan baik sebagai suatu kebiasaan ataupun budaya yang telah mendarah 
daging, juga disebabkan karena faktor eksternal, yaitu menumpuknya kekayaan 
pada golongan kaya raya yang menahan hartanya dan enggan mengeluarkan 
zakat, yang tentu saja jika tumpukan harta tersebut dileburkan ketengah-tengah 
golongan yang membutuhkan (mustahik) maka tentu saja harta yang dizakatkan 
itu dapat dikelola dengan baik menjadi modal usaha dan dapat memberikan hasil 
yang bermanfaat bagi penggunanya. 
Berbagai faktor penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling 
dominan adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan disisi lain 
dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan. Dengan melihat realita 
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tersebut, maka sudah saatnya kita mengkonstruksi konsep zakat agar dana zakat 
dapat memberikan peran optimal dalam pengentasannya.64 
Adapun jalan yang dapat ditempuh dalam pengentasan kemiskinan di-
lakukan dengan dua cara, yaitu: pertama: menyantuni mereka dengan memberi-
kan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua: memberikan 
modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Pendayagunaan 
zakat yang terpenting ialah dengan cara menerapkan zakat produktif bagi para 
mustahik agar dapat dengan langsung menimbulkan efek penggandaan bagi para 
penerimanya, baik dengan mengandalkan keahlian mendasar dari mustahik atau-
pun dengan berbekal pelatihan-pelatihan usaha yang ikut disosialisasikan oleh 
lembaga pemerintah dibidang zakat semisal BAZ NAS dan sebagainya. 
Namun jika memperhatikan keadaan fakir miskin, zakat konsumtif harus 
tetap ada walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. 65  Anak 
yatim yang belum mampu bekerja, orang dewasa yang produktif namun meng-
alami cacat ataupun sakit tertentu yang menyebabkan tidak dapat beraktifitas 
dengan baik, dan para jompo, tidak bisa dihindarkan dari zakat konsumtif, namun 
bagi mereka yang masih mampu berusaha dan berada dalam usia produktif dapat 
diberikan dana modal usaha baik secara individu ataupun kelompok. 
Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik 
akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik 
tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. 
Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan 
produksi atau perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan 
kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja 
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lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. 
Sementara itu di sisi lain, peningkatan produksi akan berakibat pada meningkat-
nya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak per-
tambahan nilai maupun pajak penghasilan. 
Bila penerimaan negara dari pajak bertambah, maka negara akan mampu 
menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyedia-
kan fasilitas publik bagi masyarakat, dan apabila zakat yang mampu dikumpul-
kan secara signifikan akan mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis 
bagi masyarakat.  
Dari gambaran di atas terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu 
menghasilkan efek pengganda dalam bahasa ekonomi hal ini dikenal dengan 
multiplier efek dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung 
akan berimbas pula kepada kita. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan 
konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. 
Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja 
atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan 
lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek 
dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan 
konsumtif. 
Al-Qardhawi mengemukukan pandanganya bagi upaya pengentasan 
kemiskinan, melalui enam solusi: 
a. Tiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja. 
b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga 
dekatnya yang miskin. 





d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik swadaya 
masyarakat maupun pemerintah. 
e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan shadakah tathawwu’ 
kepada orang yang sangat membutuhkan. 
f. Bantuan sukarela dan kebaikan hati individual dan insidental.66 
Beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi juga memberikan dorongan agar 
seorang muslim selalu tanggap dan peka terhadap problema sosial. Ayat-ayat 
yang membangkitkan semangat sosial ini tampil dalam tema seperti term aqabah 
(pendakian yang tinggi), biir  (nilai kebajikan) dan zakat. Dengan kepekaan sosial 
secara tajam akan dapat mengamati realita di lingkungan sosial dimana seseorang 
berada. Dengan demikian kewajiban zakat jauh lebih dulu sebagai undang-
undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan jaminan sosial yang 
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.67 
Hal ini terlebih karena zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan 
sosial dalam Islam yang diperkenalkan dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan 
lebih luas, yang mencakup segi kehidupan materi dan spiritual, seperti jaminan 
akhlak, pendidikan, pilitik, pertahanan, pidana, ekonomi, kemanusiaan, ke-
budayaan dan bahkan jaminan sosial.68 
Akhirnya dapat dikatakan bahwa zakat bukan saja merupakan bentuk 
investasi jangka panjang (ukhrawi) dan chariry  yang menandai ikon keIslama 
dan keimanan serta ketakwaan seseorang, tetapi juga secara lebih praktis, zakat 
menjadi instruumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam 
pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan 
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pendapatan dan daya beli kaum dhuafah, mendorong tumbuhnya perekonomian 
masyarakat. Optimalisasi peran zakat sebagai instrument pengentasan kemiskin-
an memerlukan penanganan yang seksama, kolaborasi dan sinergi antar ulama, 
dan umaraserta amilin secara serius dan lebih amanah serta professional. Dengan 
kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, zakat betul-betul mampu mereduksi angka 
kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi momok dalam pem-
bangunan ekonomisuatu Negara.69 
3. Zakat sebagai Distribusi Kekayaan 
Fenomena bobroknya sirkulasi kekayaan diantara pribadi dengan jelas dan 
gamblang diberbagai Negara merupakan sebuah fakta yang terjadi, terutama 
dinegara yang bahkan mayoritas penduduknya adalah muslim seperti Negara 
Indonesia. Karena itu, masalah penimbunan uang, bahan makanan pokok, dan 
kebutuhan lainnya yang merupakan penghambat distribusi harus dipecahkan. 
Persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem 
ekonomi menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk 
mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem 
ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 
mekanisme, yaitu; 1) Mekanisme ekonomi dan 2) Mekanisme nonekonomi.70 
Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan 
kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan 
dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang ber-
kaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan berbagai kebijakan dan ketentuan 
tentang kegiatan ekonomi tertentu, maka diyakini distribusi kekayaan itu akan 
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berlangsung secara normal. Adapun distribusi kekayaan melalui mekanisme 
ekonomi menurut ekonomi Islam ialah: 
a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak 
milik dalam hak milik pribadi. 
b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan 
hak milik melalui kegiatan investasi. 
c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta 
yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan meng-
hambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta. 
d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan ber-
bagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan. 
e. Larangan kegiatan monopoli, serta berrbagai penipuan yang dapat men-
distorsi pasar. 
f. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan hadiah kepada 
penguasa. 
g. Pemanfaatan secara optimal (dengan harga murah atau cuma-cuma) hasil dari 
barang-barang (SDA) milik umum yang dikelola Negara seperti hasil hutan, 
barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan 
rakyat.  
Sedangkan mekanisme nonekonomi adalah mekanisme dalam distribusi 
kekayaan yang tidak melibatkan kegiatan ekonomi, mekanisme ini bertujuan agar 
ditengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi, 
yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan 
mekanisme nonekonomi tersebut antara lain: a) Pemberian Negara kepada rakyat 
yang membutuhkan, dan b) Zakat.71   
                                                             





Tujuan keadilan sosioekonomi, distribusi kekayaan dan pendapatan yang 
merata, secara aklamasi dipendang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah 
moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan 
kemanusiaan. Islam percaya dapat mengikis akar ketidak adilan, disamping itu 
Islam memiliki program yang sudah terpasang untuk mengurangi ketidak adilan 
yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan jumlah metode lain untuk 
menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan 
konsep persaudaraan kemanusiaan.72 
Uang adalah alat tukar (medium of exchange) antara harta yang satu 
dengan harta yang lain, antara harta dengan tenaga, dan antara tenaga yang satu 
dengan tenaga yang lain. Jadi uang merupakan satuan hitung (unit of account) 
dalam pertukaran. Apabila uang ditarik dari pasar dan tidak bisa diperoleh oleh 
manusia, maka pertukaran tidak akan berlangsung dan roda perekonomianpun 
akan berhenti. Sebaliknya, dengan diperolehnya alat tukar berapapun kadarnya 
maka akan mendorong laju aktivitas perekonomian.73 
Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu per-
masalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilan dan pemecahan 
yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Zakat 
merupakan salah satu instrument pendistribusian kekayaan selain waris dalam 
pandangan Islam. Dimana pendapatan individu yang memiliki harta kekayaan 
lebih memiliki peran penting dalam pensejahteraan kaum dhuafah ataupun 
kelompok masyarakat kurang mampu lainnya. Dengan adanya pendistribusian 
kekayaan secara adil dan merata dapat mencegah konsentrasi harta kekayaan 
hanya tertumpuk pada segelintir orang saja. 
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Ekonomi Islam berdiri untuk membantu dalam menegakkan suatu sistem 
yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik 
pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat dengan 
suatu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki ke-
kayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pem-
bagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang meng-
arah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat 
yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.74 
Al-Qur’an telah menjelaskan prinsip Islam dalam QS Al-Hasyr/ 59: 7. 
                               
                        
                               
Terjemahnya: 
Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 
untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh-
nya Allah Amat keras hukumannya.75 
Ayat ini mengungkapkan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan 
secara merata dan adil sehingga penumpukan harta kekayaan tidak hanya bagi 
orang-orang yang kaya saja. 
Al-Qur’an telah memberikan petunjuk terhadap langkah-langkah yang 
bersifat objektif yang harus ditempuh dalam pendistribusuan harta secara merata 
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kepada seluruh masyarakat, yaitu diantaranya dengan penerapan pelarangan 
bunga dalam setiap transaksi ekonomi, memperkenalkan hukum waris yang ber-
guna untuk mendistribusikan harta kekayaan pada sanak kerabat jika ada yang 
meninggal dunia, pelarangan monopoli terhadap komoditi tertentu, serta 
penerapan zakat, infaq dan sedekah dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. 
Yang mana keseluruhan dari langkah-langkah tersebut bertujuan untuk pendistri-
busian kekayaan yang merata secara adil dan halal. 
Hukum-hukum yang dikenalkan tersebut dimaksudkan untuk mencapai 
kondisi-kondisi minimum dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat di-
samping itu untuk menguatkan dan menstabilkan kekayaan, dengan penegakan 
yang lebih kuat pada pendidikan dan training moral masyarakat. Orang-orang 
kaya dianjurkan membelanjakan hartanya (untuk kebutuhan dirinya dan orang 
lain secara berhati-hati) dan tidak kikir, sementara orang-orang miskin di-
perintakhan untuk menerima dan tidak iri dengan orang-orag yang memiliki 
kekayaan yang lebih banyak, dengan menganjurkan semua golongan masyarakat 
untuk menjalankan kewajiban dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan 
oleh Allah, Al-Qur’an telah menyelamatkan kekayaan dari perselisihan intern dan 
kehancuran.76 
Demi mencapai keadilan ekonomi, Islam telah memberikan instrument-
instrumen yang telah terbukti ampuh dalam penerapannya. Islam memberikan 
solusi yang sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya menjadikan harta 
kekayaan sebagai orientasi utama dalam kegiatan bisnis, solusi Islam memiliki 
cakupan yang lebih luas dari sekedar kepentingan duniawi yang mengutamakan 
materi, tetepi lebih mengacu pada tujuan mulia dalam aktifitas perekonomian 
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karena dilakukan dengan niat ibadah demi mencapai keridhoan Ilahi dan ber-
orientasi pada falah atau kesejahteraan dunia dan kehidupan ukhrawi. 
Islam menumbuhkan suatu semangat diantara para penganutnya yaitu 
sadar bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (ialah untuk mencari keridhoan 
Allah semata) sebagai tabungan yang nyata dan kekal. Mencari ridho allah 
dengan berbuat baik kepada sesama manusia dengan amalan yang paling baik 
mengangkat mereka dari kesengsaraan dan membebaskan orang-orang miskin 
dari kelaparan dan penderitaan. Akhirnya dapat merubah pandangan dan sikap 
manusia terhadap uang dan penggunaannya.77 
 
C. Lembaga Pengelolaan Zakat 
 
1. Filosofi Lembaga Pengelolaan Zakat. 
Ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang 
teguh pada Al-Qur’an dan hadis Nabi, sejalan dengan konsep dan teori ekonomi 
dalam Islam yang pada hakikatnye merupakan respon para cendikiawan Muslim 
terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini berarti 
pemikiran ekonomi Islam seusia dengan Islam itu sendiri. Berbagai praktik dan 
kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah saw dan al-Khulafa al-Rasyidun me-
rupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim 
dalam melahirkan teori-teori ekonominy. 78  Tidak terkecuali dalam hal ke-
lembagaan zakat, infaq dan sedekah, yang mana telah menampakkan eksistensi-
nya sejak masa Rasulullah saw dan para sahabat melalui lembaga baitul maal, 
sebagaimana juga menjadi pusat dari awal kelembagaan perekonomian Islam.  
                                                             
77Afzalul Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, diterjemahkan oleh Soeroyo Dan 
Nastangin, h. 96-97.  
78 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja 





Pada Negara Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai amanah yang 
harus dilakukan sesuai dengan perintah Al-Qur’an. Hal ini telah diterapkan 
Rasulullah saw sebagai seorang kepala Negara secara baik dan benar. Ia tidak 
menganggap dirinya sebagai raja atau pemerintah dari suatu Negara, tetapi 
sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan Negara.79 
Karena itu, pada masa awal kemunculan Negara Islam yaitu Madinah, hal 
pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw yang berperan sebagai kepala negara 
sekaligus pemimpin agama Islam adalah membentuk masyarakat Islam, dengan 
membangun sebuah mesjid secara gotong royoang. Saat ini mesjid yang dikenal 
sebagai mesjid Nabawi ini berfungsi selain menjadi tempat ibadah, mesjid ini 
juga berfungsi sebagai Islamic Center, yakni pusat dari segala kegiatan umat 
Muslim pada saat itu. Mulai dari kegiatan pemerintahan atau kenegaraan, ke-
amanan, pusat pendidikan dan dakwah, hingga perekonomian dalam bentuk bait 
al-maal itu sendiri.80  
Saat itu, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah saw 
sendiri sebagai kepala negara dan hampir seluruh pekerja yang dipekerjakan tidak 
mendapatkan upah, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa makanan. Dan 
para kaum Muslim yang mampu menjadi tentara, diperbolehkan mendapatkan 
bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang ber-
gerak lainnya. Namun, situasi berubah setelah turnnya surah al-Anfal (rampasan 
perang) surah Al-Anfal/ 8: 41, yang turunnya adalah pada masa perang Badar dan 
pembagian rampasan perang, pada tahun kedua setelah hijrah81 yang berbunyi:     
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                               
                        
                           
Terjemahnya:  
Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang82, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, 
Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,83 jika 
kamu beriman kepada Allah dan kepada apa 84  yang Kami turunkan 
kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan 85 , Yaitu di hari 
bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.86 
Tahun kedua setelah hijrah, sedekah fitrah diwajibkan pada setiap bulan 
Ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib disebut zakat. 
Zakat mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun 9 Hijriyah. Dengan adanya 
perintah wajib ini, maka mulailah ditentukan para pegawai pengelolanya, yang 
tidak digaji secara resmi tetapi mendapat bayaran tertentu dari dana zakat. 
Karena itu juga, zakat merupakan satu-satunya ibadah yang disyariatkan Islam 
yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya.  
Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga 
pengelol zakat (amil zakat), apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, di-
antaranya ialah:87 
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bertemunya dua pasukan di peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. 
sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya 
Al-Quranul Karim pada malam 17 Ramadhan. 
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a. Lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan sirah nabawiyah, maupun sirah 
para sahabat dan tabi’in. 
b. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 
c. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan 
langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. 
d. Untuk mencapai efisiensi dan evektifitas, serta sasaran yang tepat dalam 
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 
e. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangatpenyelenggaraan pemerintaha 
yang Islami.    
Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada 
mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping 
akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat ter-
utama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Karena 
itu pula, dizaman Rasulullah, para sahabat dan tabi’in, zakat selalu dikelola oleh 
petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya. Dengan 
demikian, zakat disamping sebagai amal yang bersifat karikatif (kedermawanan 
yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat 
otoritatif.88 
Berdasarkan uraian peristiwa yang telah terjadi, maka dapat dikatakan 
bahwa landasan filosofis utama dari awal pembentukan lembaga keuangan Islam 
oleh Rasulullah saw pada masa pemerintahannya di negara Madinah ialah untuk 
pembentukan masyarakat Islami. Melalui alasan ini, sangat banyak dampak 
positif yang dapat diperoleh bagi segala aspek kehidupan umat Islam saat itu, 
diantaranya aspek pemerintahan dan politik, sosial serta utamannya aspek per-
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ekonomi. Karena sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw, berakar 
pada prinsip-prinsip Qur’ani. Al-Qur’an yang merupakan sumber ajaran Islam 
telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia 
dalam melakukan aktivitas disegala aspek kehidupannya, termaksud dibidang 
ekonomi.89 
Indonesia sendiri, Organisasi atau Lembaga Pengelolaan Zakat pada 
prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari se-
kelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin diantara 
lembaga yang satu dengan yang lainnya mempunyai filosofi yang berbeda, hal ini 
disebabkan filosofi atau pandangan hidup akan sangat dipengaruhi oleh faktor 
sejarah dan lingkungan. Begitu pula dengan lembaga pengelolaan zakat.90 
Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia pada hakekatnya 
adalah berupaya untuk “ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan dan 
pembangunan asyarakat”. Filosofi yang dimaksud disini adalah filosofi dalam 
kaitan pengembangan dan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pen-
dekatan. Dan secara garis besar, bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah 
sebagai berikut91: 
a. Karikatif. Bentuk pendekatan pengembangan masyarakat yang didasari oleh 
anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita dan tidak mampu 
memecahkan masalahnya. Masyarakat dianggap tidak mampu menolong 
dirinya sendiri. Mereka perlu ditolong, diberi bantuan sumbangan dan di-
kasihani.  (Tolong menolong). 
b. Ekonomis. Suatu bentuk pendekatan pengembangan masyarakat didasarkan 
pada anggapan, bahwa bila pendapatan masyarakat ditingkatkan, atau bila 
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kebutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lainnya dengan sendirin-
nya akan terpecahkan. (Pemberdayaan). 
c. Reformis. Pendekatan ini lebih spesifik lagi sebab biasanya dilakukan secara 
aksidental tanpa suatu tindak lanjut. Maksud pendekatan ini adalah hanya 
sekedar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya dilakukan 
pada masyarakat yang menderita bencana alam, kelaparan dan bencana lain-
nya. 
d. Transformis. Pendekatan yang mendasarkan diri pada keyakinan, bahwa 
pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah upaya 
perubahan sikap, tingkah laku, pandangan dan budaya, yang mengarah pada 
keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan dan 
mengevaluasinnya.  
Filosofi yang mendasari berbagai model pendekatan pengembangan 
masyarakat seperti yang telah disebutkan tidak ada yang lebih baik dari yang 
lain. Strategis atau tidak strategis, baik dan buruknya suatu pendekatan, hanya 
bisa diuji melalui kebenaran analisis situasi atau masalah spesifiknya. 92  Jadi 
dalam pemecahan persoalan masyarakat yang demikian kompleks, dituntut ada-
nya suatu pendekatan yang terintegrasi. Sebab diantara masalah ekonomi, 
misalnya, tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial, budaya dan politik. 
Yang artinya, bahwa pemecahan masalah ekonomi tidak terlepas dari pemecahan 
kultur, masalah soaial dan masalah politik, begitu pula sebaliknya.   
2. Lembaga Zakat dan Eksistensi Amil  
Pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peng-
optimalisasian pendapatan dana zakat. Nash Al-Qur’an pun telah memberikan 
perhatian khusus bagi pengelola zakat dengan meletakkan amilin pada urutan 
                                                             





ketiga setelah fakir dan miskin untuk menapatkan pembiayaan dalam Q.S. At-
Taubah/9: 60, yang terjemahnya: 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
Makna yang dapat diambil dari ayat ini sebagai perjalanan dari nash ini 
bahwa pengelolaaan zakat haruslah kuat, proporsional, amanah transparan. Maka 
guna mempermudah dan memperlancar pengelolaan zakat, perlu menggunakan 
teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, antara lain software, pe-
manfaatan internet dan kerjasama dengan perbankan.  
Beberapa program yang dapat mendukung peningkatan kinerja dari 
berbagai Lembaga Pengelolaan Zakat ialah93: 
a. Pendidikan dan pelatihan, dalam program ini diajarka dan dilatihkan ilmu 
praktis, seperti: aturan syariat Islam mengenai zakat, peraturan perundang-
undangan, membengun kelembagaan, strategi pendayagunaan, manajemen 
keuangan, dan akuntansi untuk LPZ. 
b. Konsultasi, program ini mencakup berbagai kegiatan konsultasi beserta ber-
bagai aspeknya, seperti: pendirian lembaga, pengembangan program, pem-
buatan sistem operasional dan prosedur (SOP), serta komputerisasi sistem 
informal manajemen. 
c. Riset, dalam bidang ini yang dijadikan objek adalah: peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan zakat. Diperlukan adanya pertemuan 
dengan berbagai pihak Kementrian Agama maupun DPR yang menghasilka 
peraturan-peraturan terkait. 
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d. Publikasi, banyak cara yang dilakukan dalam hal publikasi oleh LPZ yang 
dimaksudkan untuk diketahui publik atau masyarakat secara luas. 
Maka dengan adanya program tersebut diharapka kinerja kelembagaan 
dalam pengelolaan zakat akan terus meningkan dan dapat memberikan pelayanan 
terbaiknya kepada masyarakat pada umumnya. 
Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatan-
nya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memper-
kirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerah-
kannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada 
yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang 
benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil 
zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaan 
zakat. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan 
tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna yang 
tidak dapat terlepas dari peran amil zakat yang amanah. 
Keberadaan amilin dalam palaksanaan zakat didukung oleh fakta historis 
bahwa Rasulullah pernah mengutus Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani 
Sulaim, juga mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk memungut zakat dari penduduk 
Yaman. Secara tersirat, Al Qur'an ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil 
dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil di-
harapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam 
Islam (Sistem ekonomi Islam) dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi 
dan harmonisasi antar umat. 
Pada konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan 
mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan 





golongan atau satu kelompok orang saja. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. 
Al-Hasyr/59 :7. 
…           ...      
Terjemahnya: 
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu”.94 
Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pe-
manfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus 
mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan 
secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya 
sekedar memiliki fungsi karitatif. 
Secara lebih jelas, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan urgensi keberadaan 
amil, yaitu: 
a. Jaminan terlaksananya syariat zakat (bukankah ada saja manusia-manusia 
yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa). 
b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang 
tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula semua 
mustahiq akan memperoleh bagiannya. 
c. Memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan 
langsun dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula datang meminta. 
d. Sektor (ashnaf yang harus menerima) zakat, tidak terbatas pada individu, 
tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya dapat ditangani 
oleh pemerintah. 
Rasulullah saw juga telah menetapkan kriteria atau sifat yang harus di-
miliki seseorang yang mengelola lembaga atau institusi yang disingkat STAF 
                                                             





(siddiq, tablig, amanah dan fatonah)95, yaitu: a) Siddiq, artinya jujur, bersih 
(clean govarnance), b) Tabligh, artinya terbuka, transparan dan memiliki 
kemampuan untuk berkomunikasi, c) Amanah, artinya dapat dipercaya dan 
berani bertanggungjawab, dan d) Fatonah, artinya professional, memiliki skill 
dalam perencanaan dan penuh perhitungan. 
 
D. Kerangka Pikir 
 
Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk 
diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola pola substansi 
penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanya-
an penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta 
hubungan diantara konsep-konsep atau variable tersebut. 
Adapun dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai 
“Optimalisasi Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam Pendayagunaan Zakat di Kota Palu”, dan akan mengkaji lebih 
dalam mengenai tiga permasalahan yaitu: Pertama, mengenai bagaimana 
optimalisasi peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan 
zakat di Kota Palu berdasarkan perundang-undangan zakat Nomor 23 Tahun 
2011. Kedua, model pendayagunaan zakat yang diterapkan dalam mengoptimal-
kan dayaguna zakat di Kota Palu. dan ketiga, mengenai strategi untuk 
mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu. 
Sebagaimana diketahui, zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah yang 
memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi 
ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu 
                                                             





ibadah pokok, zakat termaksud salah satu rukun (urutan ketiga) dari rukun Islam 
yang lima, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadis 
Nabi, sehingga keberadaannya dianggapsebagai ma’lum min al-din al-dharurah 
 atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan (معلوم من الدین با لضرورة)
bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.96 Karena perintah zakat merupakan 
kewajiban umat Islam yang masuk didalam rukun Islam urutan keempat. Adapun 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu prosedur 
penelitian untuk mendeskripsikan perilaku, peristiwa atau tempat tertentu secara 
rinci dan mendalam. Metode penelitian kualitatif ini sering pula disebut dengan 
alamiah (naturaistic inquiry).1 Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, 
karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai 
metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan inter-
pretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.2 Penelitian dilakukan pada 
objek yang alamai yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 
oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 
tersebut. 3 Selanjutnya metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan 
sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-
sebab dari suatu gejala tertentu.4 Peneliti memilih metode ini atas dasar per-
timbangan bahwa analisis masalah penelitian menuntut sejumlah informasi dari 
bawah yang berdasarkan pronsip-prinsip penelitian kualitatif.  
Adapun lokasi penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat 
Nasional) Prov. Sulawesi Tengah yang bertempat di Jalan W.R. Supratman No. 
13 Kompleks Mesjid Agung Darussalam Palu Kecamatan Palu Barat, Sulawesi 
Tengah. 
                                                             
1 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 
12. 
2Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 1014), 
h. 12.  
3Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 13.  
4Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, (Cet. III, Jakarta: PT. 





B. Pendekatan Penelitian 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekat-
an naturalistik. Ciri penelitian naturalistik adalah menggunakan latar alamiah 
sebagai sumber data utama dan peneliti sebagai alat utama, yang melalui data 
dikumpulkan dan ditafsirkan. 5 Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah 
cases tudy  (studi kasus), dan beberapa pendekatan lainnya yaitu: 
1. Teologis Normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 
ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis 
terhadap masalah yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat. 
2. Yuridis (Perundang-Undangan). Menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang terkait dengan pembahasan. Pembahasan penelitian yang 
tentang zakat yaitu UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
zakat, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat dan atau peraturan lainnya yang terkait, yakni: 
PERGUB No. 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan 
Infaq Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Prov., Surat Edaran 
MENDAGRI Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan Surat 
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Pengangkatan Pengurus 
Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah tahun 2011-2014. 
3. Manajmen. Pendekaan ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan 
memahami sejauh mana optimalisasi peran BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu.  
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C. Sumber Data 
 
Sumber data dalam tesis ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Sumber primer dalam penelitian ini merupakan keterangan yang diperoleh secara 
langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui 
objek yang diteliti. Data primer penulis peroleh melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi dengan informan yang ada di lingkungan BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa informan adalah orang-orang 
yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pendayagunaan 
zakat pada lembaga zakat Prov. Sulawesi Tengah ini.  
Menjadi informan didalam penelitian ini ialah semua yang dianggap 
memiliki kualifikasi, hubungan dan pengaruh terhadap pengoptimali-sasian peran 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu, baik 
dari kalangan instansi terkait sesuai struktur kepengurusan lembaga zakat, 
ataupun masyarakat luas sebagai muzakki dan mustahik yang dapat secara 
langsung saling berinteraksi dengan lembaga amil setempat, seperti: 
1) Pengurus/pengelola BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah; 
2) Pengurus/pengelola BAZDAS Kota Palu; 
3) Aparat setempat dari wilayah yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah (dalam hal ini, Kepala Kelurahan dan beberapa staff  
Boyaoge , Kecamatan Tatangan, Prov. Sulawesi Tengah );  
4) Para mustahik penerima zakat konsumtif; 
5) Para mustahik penerima zakat produktif; 
6) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ataupun Tokoh Pemuda; dan sebagainya 
yang dianggap perlu. 
Seiring dari keberlanjutan dan perkembangan penelitian ini, informan bisa 





dalam penelitian kualitatif pengumpulan datan dilakukan pada kondisi yang 
alamiah sebagai sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 
berperan serta pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 6 
Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 
sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Adapun data 
sekunder penulis peroleh melelui referensi seperti Sumber data sekunder 
meliputi: a) Dokumen yang telah ada pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
yang dapat mendukung penelitian ini, dan b) buku-buku hukum dan lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakaan untuk 
mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Mohammad Arif Tiro menyata-
kan bahwa seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan 
data. 7  Untuk mendapat pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap 
situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, 
yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/ 
simulan.8 
Sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa data yang di-
kumpulkan dalam penelitin ini bersumber dari kajian pustaka (library research) 
dan kajian lapangan (field research). Dalam konteks kajian lapangan, maka 
pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan empat cara yakni: 
                                                             
6Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R dan 
D, (Cet XII, Bandung: CV. Alfa Beta, 2011), h. 309. 
7Mohammad Arif Tiro, Statistika Distribusi Bebas (Cet. I: Makassar: Andira Publiser, 
2002),  h. 1.  





1. Wawancara, dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu 
wawancara yang dilakukan secara intensif, terbuka, dan mendalam terhadap 
para informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman pada 
wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh 
informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, informan mendapat 
kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya 
secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.9 
Adapun beberapa sumber yang telah diwawancarai didalam penelitian ini 
ialah: 
a) Pengurus/pengelola BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah; 
b) Pengurus/pengelola BAZDAS Kota Palu; 
c) Aparat setempat dari wilayah yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah (dalam hal ini, Kepala Kelurahan dan beberapa 
staff  Boyaoge, Kecamatan Tatangan, Prov. Sulawesi Tengah );  
d) Para mustahik penerima zakat konsumtif; 
e) Para mustahik penerima zakat produktif; 
f) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ataupun Tokoh Pemuda;  
2. Observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 
kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti.10 Observasi atau pengamatan 
yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah mengenai optimali-
sasi peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat 
khususnya di Kota Palu. 
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3. Dokumentasi. Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan 
pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan 
wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah 
refetensi-referansi, mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 
dokumen, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan fokus per-
masalahan penelitian.11 
4. Penelitian Kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan dalam 
rangka memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji, 
dan mempelajari berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
 
E. Instrumen Penelitian 
 
Guna memperoleh data dalam kegiatan penelitian, maka diperlukan 
instrumen yang mampu mengambil informasi dari objek yang diteliti, yaitu: a) 
Peneliti sendiri, b) Pedoman observasi, c) Pedoman wawancara, dan d) Catatan 
dokumentasi. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut: a) Pengumpulan 
data; b) Mereduksi data, yaitu proses berupa singkatan, memusatkan tema, dan 
membuat batasan permasalahan-permasalahan. Reduksi data merupakan bagian 
dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan; c) Penyajian data, yaitu suatu rakitan 
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organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. 
Dengan melakukan penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam 
bentuk yang utuh; dan d)  Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dari awal 
pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia 
temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul 
dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan untuk dilaporkan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kota Palu 
 
1. Profil Kota Palu 
Pertumbuhan Kota Palu setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari 
tangan penjajah Belanda kemudian Jepang pada tahun 1945 semakin lama 
semakin meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa 
penjajahan dengan tekad membangun masing-masing daerahnya. Berkat usaha 
makin tersusun roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Maka 
terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah 
Nomor 23 Tahun 1952 yang selanjutnya melahirkan Kota Administratif Palu 
yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. 1 
Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang 
dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kota 
Palu sebagai IbuKota Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus ibuKota 
Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibuKota pemerintahan wilayah 
Kota Administratif Palu. Palu merupakan Kota kesepuluh yang ditetapkan 
pemerintah menjadi Kota administratif. 2 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1994, 
Mendagri Yogi S. Memet meresmikan Kota madya Palu dan melantik Rully 
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Lamadjido sebagai waliKotanya dengan pembagian wilayah menjadi empat 
kecamatan yakni Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan 
Palu Timur, dan Kecamatan Palu Utara.  
Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan 
Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Tawaeli, 
wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh lima 
kelurahan. Delapan kecamatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kecamatan 
Palu Barat. 2) Kecamatan Tatanga. 3) Kecamatan Ulujadi. 4) Kecamatan Palu 
Selatan. 5) Kecamatan Palu Timur. 6) Kecamatan Mantikulore. 7) Kecamatan 
Palu Utara, dan 8) Kecamatan Tawaeli. 3 
2. Visi dan Misi Kota Palu. 
Berbagai isu strategis global, nasional, Prov. dan isu strategis Kota Palu 
yang lahir dari fakta dan realitas permasalahan yang menjadi prioritas untuk 
ditangani sesegera mungkin serta dengan memperhatikan potensi wilayah, 
kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, 
serta kodisi sumberdaya aparatur pemerintah yang ada sebagai modal dasar yang 
dimiliki oleh Kota Palu dan faktor-faktor strategis yang muncul, amanat 
pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan 
arah pembangunan nasional 2010-2014, arah pembangunan Prov. Sulawesi 
Tengah sebagaimana termuat dalam komitmen politik WaliKota dan Wakil 
WaliKota terpilih maka Visi Kota Palu Tahun 2010-2015 dirumuskan sebagai 
berikut: 
“Kota Teluk Berbasis Jasa Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Berwawasan 
Ekologis”4 
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Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya 
masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah 
Kota Palu. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang diharapkan menjadi 
acuan Pemerintah Kota Palu membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan 
berbangsa dan bernegara serta kedudukan hirarki Kota sebagai pusat aktivitas 
kaum urban. Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan 
daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang 
bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut 
diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan 
pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan 
harmonis dalam keragaman. 
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Kota Palu menetapkan 
empat misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 
a. Mewujudkan Pemerintahan Kota Palu yang bersih, berwibawa, dan 
demokratis; 
b. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Palu yang berdaya saing; 
c. Mewujudkan infrastruktur Kota Palu yang harmonis dan berwawasan 
ekologis; 
d. Mewujudkan perekonomian Kota Palu yang berbasis pada jasa pariwisata, 
industri, dan perdagangan. 
3. Administrasi dan Organisasi Pemerintahan 
Batas-batas wilayah administratif Kota Palu adalah sebagai berikut: 
a) Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala; 






c) Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat, 
Kabupaten Sigi; dan Kecamatan Banawa Kabupaten 
Donggala 
d) Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan 
Tanantovea Kabupaten Donggala. 
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk pember-
dayaan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, 
efisien dan berkeadilan, diperlukan penataan kembali administrasi dan 
manajemen pemerintahan yang bertumpu kepada nilai-nilai dan paradigma baru. 
Kota Palu memiliki 45 kelurahan, yang terdiri dari 286 RW dan 1.006 RT. 
Tabel 1. Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Kelurahan, RT dan RW, Tahun 2013 
 
Sumber: Profil Kota Palu 2014 
 
4. Kependudukan dan Agama 
a. Jumlah kepadatan penduduk 
Jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen 
demografi yaitu kelahiran (birth), kematian (death) dan perpindahan penduduk 
























































dan tersebar di 8 kecamatan, yang terdiri dari 179.291 jiwa penduduk laki-laki 
dan 176.988 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Palu Timur memiliki jumlah 
penduduk tertinggi yaitu 67.419jiwa (18,92%) sedangkan yang terendah adalah 
Kecamatan Tawaeli yaitu hanya 19.412jiwa (5,45%).  
Ditinjau dari jenis kelamin, pada tahun 2013 jumlah penduduk laki-laki 
tercatat sebanyak 179.291 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 
176.988 jiwa.5  
 
Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 
menurut Kecamatan di Kota Palu, 2013 
Kecamatan 
Penduduk (jiwa) Rasio Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 









































Kota Palu 179.291 176.988 356.279 101 
Sumber: BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Palu 
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan 
penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2013 dengan luas 
wilayah Kota Palu 395,06 km², kepadatan penduduk tercatat sebanyak 902 
jiwa/km², artinya tiap km² wilayah Kota Palu dihuni sebanyak 902 jiwa.  
Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan 
Palu Timur merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 7.734 jiwa/km², 
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sedangkan Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah yang terjarang 
penduduknya yaitu hanya sekitar 105 jiwa/km². 
b. Agama 
Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk 
merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan 
suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. 
Walaupun keyakinan agama antar penduduk Kota Palu berbeda, namun suasana 
kehidupan masyarakat tetap harmonis dan tumbuh sikap toleransi antar pemeluk 
agama. Hal ini karena adanya pembinaan dari pemerintah dan pengarahan dari 
tiap pemuka agama. 
Penyebaran agama Islam di Sulawesi Tengah adalah Abdullah Raqile 
yang lebih dikenal dengan Dato Karamah seorang Ulama dari Sumatra Barat. 
Agama Kristen pertama kali disebarkan oleh Missionerisdari belanda yaitu A.C 
Cruyt dan Adrian diwilayah kabupaten Poso dan bagian selatan kabupaten 
Donggala. Sedangkan agama Hindu dan Budha dibawa oleh para transmigran 
asal Bali. 6  Adapun proporsi penduduk menurut agama yang dianut pemeluk 
agama Islam mendominasi dengan persentase sebesar 89,33 persen. Protestan 
7,85 persen, Katholik 1, 4 persen, Hindu 1,02, dan Budha 0,40 persen.7  
Dominasi pemeluk agama Islam di Kota Palu menjadi sebuah peluang 
besar sekaligus tantangan bagi pengembangan potensi zakat di Kota Palu, ini 
disebabkan karena faktor kesadaran umat muslim dalam menunaikan zakat 
menjadi salah satu barometer yang terpenting selain eksistensi lembaga zakat 
dan amilnya. 
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5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2009-2013. 
Masa kurun waktu lima tahun terakhir, Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Palu 
tercatat sebesar 7,59 persen meningkat menjadi 8,23 persen tahun 2010. 
Demikian pula tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di 
Kota ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga hampir menembus 
angka dua digit, dimana dari petumbuhan ekonomi 9,44 persen Tahun 2011 pada 
Tahun 2012 meningkat menjadi 9,61 persen bahkan Tahun 2013 telah 
mencapaiangka 9,96 persen.8 
Uraian tersebut menggambarkan kondisi perekonomian di Kota Palu 
dalam kurun waktu lima tahun semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari 
upaya pemerintah dan dukungan swasta dalam mengoptimalkan faktor-faktor 
produksi yang ada di Kota ini kearah yang positif sehingga mampu meningkatkan 
nilai tambah ekonomi, yang dibarengi dengan kebijakan pemerintah Kota Palu 
dalam mempermudah izin penanaman modal dan perdagangan sehingga menarik 
banyak investor untuk berinvestasi di Kota ini.9 
Pertumbuhan perekonomian Kota Palu tidak hanya terfokus pada sektor 
usaha perdagangan, tetapi juga pada bidang pertanian dan perkebunan. Tanahnya 
yang bertekstur sedang dan dataran lembah Palu sangat cocok untuk pertanian 
intensif. Disamping itu. Topografi daerah ini adalah datar sampai berombak-
ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Lahan di Kota ini terdiri dari 
lahan kering yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, 
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industri, perumahan dan penggunaan lainnya sedangkan lahan basah sebagian 
besar digunakan untah daerah persawahan. 
Berdasarkan keadaan wilayah dan keadaan tanah Kota Palu yang sangat 
potensial bagi kegiatan pertanian ataupun perkebunan, maka pemerintah wajib 
mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut dalam mengembangkan usaha 
pertanian ataupun perkebunannya. Selain dapat mendukung peningkatan per-
ekonomian masyarakat, juga dapat memudahkan pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat lokal. 
Semakin bertumbuhnya keadaan perekonomian Kota Palu, maka akan 
semakin banyak pula menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran 
bahkan dapat ikut berperan didalam mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan 
pada sektor ekonomi, akan banyak memberikan pengaruh pada bidang-bidang 
lain kehidupan, seperti pendidikan dan juga kesehata. Semakin beragamnya 
lapangan usaha oleh para pengusaha, selain akan menambahkan tingkat 
kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan para pekerjanya, juga akan 
memberikan efek langsung kepada peningkatan penerimaan pemerintah melalui 
pendapatan daerah. Walaupun tidak dapat dipungkiri masalah kesenjangan sosial 
yang ada ditengah-tengah masyarakat belum dapat teratasi dengan baik.    
 
B. Gambaran Umum BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
 
1. Profil BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sulawesi Tengah berdiri pada 
pertengahan tahun 1990-an, 10  hal ini menjadi perkiraan karena tidak adanya 
dokumentasi yang lengkap yang dimiliki oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah. 
                                                             





Adapun informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Sulfiana yang 
merupakan salah satu staff lembaga zakat ini yang telah bekerja selama kurang 
lebih sepuluh tahun. Badan Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah telah berjalan 
hingga saat ini dengan banyak memberikan peran sertanya dalam pengelolaan 
zakat di lingkup wilayah Prov. Sulawesi Tengah umumnya dan di wilayah Kota 
Palu khususnya. 
Ketua Umum BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah yang pertama adalah 
Bapak Ruli Lamadjido dan Dahlan Tangkaderi yang bertugas sebagai ketua 
pelksana. Adapun Ketua selanjutnya ialah Bapak H.N Bidja. Namun pada saat 
penelitian ini belangsung hingga berakhirnya, struktur kepengurusan Badan Amil 
Zakat Prov. Sulawesi Tengah periode 2011-2014 berada pada akhir masa jabatan 
dan akan berganti pada kepengurusan yang baru.  
Diharapkan kepengurusan yang baru nantinya, akan membawa semangat 
baru pula pada pengelolaan zakat dan dapat memaksimalkan perannya sebagai 
lembaga yang bertanggungjawab dalam perolehan dan pengembangan zakat di 
wilayah Prov. Sulawesi Tengah umumnya, dan khususnya bagi Kota Palu. Juga 
dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para mustahik melalui 
pengelolaan zakat yang baik dan benar. 
2. Visi dan Misi BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
Visi yang telah dirumuskan oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah ialah: 
“Terlaksananya pelaksanaan zakat yang optimal dan berkembangnya lembaga 
pengelolaan zakat sehingga pranata zakat dapat menunjang kesejahteraan 
masyarakat dan meningkatkan perekonomian umat”11 
Nilai utama dari pernyataan misi adalah spesifikasi terhadap tujuan utama 
yakni visi dari sebuah organisasi. Hanya jika suatu organisasi secara jelas meng-
                                                             





artikulasikan maksud jangka panjangnya barulah sasarannya berfungsi sebagai 
dasar harapan, perencanaan, dan evaluasi kinerja bersama12. Adapun misi dari 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah yaitu: 
a. Menjadi fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pelaksanaan 
pengelolaan zakat yang profesional dan amanah. 
b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelola zakat sehingga menjadi 
lembaga yang professional, transparan dan amanah. 
c. Meningkatkan dan memperkuat peran zakat, infaq dan shadaqah serta 
memajukan kegiatan ibadah sosial dalam rangka menanggulangi masalah 
kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan bangsa. 
d. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan lembaga pengelolaan zakat 
ditingkat pusat dan daerah serta dengan organisasi masyarakat yang peduli 
terhadap persoalan zakat dan pembangunan kesejahteraan umat.13 
Jika dilihat dari visi dan misinya, BAZNAS benar-benar  ingin menunjuk-
kan eksistensinya sebagai sebuh lembaga zakat yang bertanggungjawab 
sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga dapat berdampak 
pada penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi umat. 
Namun hal ini tidak akan tercapai dengan baik jika para amil didalam sebuah 
lembaga zakat tidak berusaha dengan sungguh-sungguh didalam pencapaian yang 
diinginkan. Serta dengan menjalin koordinasi dengan organisasi masyarakat 
ataupun organisasi keagamaan dalam membentuk unit-unit pengumpulan zakat 
dalam rangka pengembangan kelembagaan. 
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Berperannya zakat didalam pemberdayaan ekonomi umat, menurut hemat 
peneliti, dapat diwujudkan melalui kerja sama yang baik diantara pihak yang 
terlibat di dalam pengembangannya, diantaranya yaitu: 
a. Konsistensi amil dalam menjaga profesionalitas kerja, sehingga dapat 
mengembangkan lembaga perzakatan di Indonesia. 
b. Dukungan penuh dari pemerintahan yang mengatur segala aturan mengenai 
masalah perzakatan melalui regulasi yang jelas bagi siapa saja yang terlibat 
dalam pengembangan zakat. Baik dari lembaga pemerintahan ataupun peran 
serta masyarakat melalui pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun 
Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dengan memberikan perlindungan dan 
jaminan, ataupun dengan memberikan sanksi bagia siapa saja yang meng-
ingkari dan tidak menunaikan kewajiban zakatnya. 
c. Kesadaran berzakat yang dimiliki oleh para muzakki dimanapun berada; 
d. Adanya semangat untuk berkembang demi mencapai kemandirian ekonomi 
bagi para mustahik, agar dapat mengangkat harkat dan martabat mereka 
tidak hanya pada lingkungan sosial tetapi juga pada level kehambaan mereka 
kepada Allah swt dengan menjadi muzakki pada periode berikutnya.   
Adanya kerjasama yang baik diantara masyarakat dan pemerintah untuk 
saling mendukung didalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik, 
diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang tepat bagi masalah kesenjangan 
ekonomi yang sangat banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial 
masyarakat Indonesia. 
Akan tetapi keberhasilan sasaran zakat ini tergantung pada pendaya-
gunaan dan pemanfaatannya yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan amanah 
Islam, serta dengan penuh tanggungjawab yang dilandasi iman kepada Allah swt. 





oleh BAZNAS ini, maka tujuan zakat akan tercapai dengan baik dan tepat 
sasaran sesuai ketentuan syariat dan amanat undang-undang. 
3. Susunan Organisasi  
Pengangkatan pengurus BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Prov. 
Sulawesi Tengah, didasari atas sebuah surat Keputusan Gubernur Sulawesi 
Tengah Nomor: 451/156/RO.Adm Kesramas-Gst/2011 Tentang: Pengangkatan 
Pengurus Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014. 
Berikut susunan organisasi kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional 
Prov. Sulawesi Tengah14: 
a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari: 1) Seorang Ketua. 2). Seorang wakil 
Ketua. 3) Seorang sekretaris. 4) Seorang wakil sekretaris. 5) Enam orang 
anggota. 
b. Komisi Pengawas, terdiri dari: 1) Seorang Ketua. 2). Seorang wakil Ketua. 
3) Seorang sekretaris. 4) Seorang wakil sekretaris. 5) Enam orang anggota. 
c. Badan Pelaksana, terdiri dari: 1) Seorang Ketua. 2) Dua orang wakil Ketua. 
3) Seorang sekretaris. 4) Dua orang wakil sekretaris. 5) Seorang bendahara. 
6) Seorang wakil bendahara. 
d. Bidang-bidang, terdiri dari: 1) Bidang pengumpulan. 2) Bidang pen-
distribusian. 3) Bidang pendayagunaan. 4). Bidang Pengembangan. 
Adapun tugas ataupun fungsi dari setiap bagian dari organisasi ini, secara 
umum terdapat pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 
451/156/RO.Adm Kesramas-Gst/2011 Tentang: “Pengangkatan Pengurus Amil 
Zakat Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014”, dan secara rinci juga tercantum 
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pada peraturan BAZNAS itu sendiri yang akan terlampir pada bagian akhir 
penelitian ini.  
Adanya tugas dan fungsi yang jelas bagi setiap begian dalam struktur 
organisasi kepengurusan kelembagaan zakat pada Prov. Sulawesi Tengah ini, 
maka diharapkan kepada setiap amil agar  dapat menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari berdirinya lembaga zakat ini, 
ataupun lembaga-lembaga pengelolaan zakat lainnya dapat terwujud dan tepat 
sasaran sebagaimana yang diharapkan.     
4. Jangka Waktu Penyaluran Zakat 
Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah terdiri atas 
dua jenis pembagian waktu, yaitu: 
a. Penyaluran Zakat Rutin. Penyaluran zakat ini dilakukan rutin pada tiap 
waktu-waktu tertentu, baik yang merupakan kewajiban dari atauran agama 
ataupun yang telah ditentukan oleh pihak lembaga amil sendiri sesuai 
dengan aturan perundangan yang berlaku. Pada lembaga zakat ini, 
penyaluran zakat secara rutin terdiri dari dua waktu, yaitu: 
1) Penyaluran Tahunan (Zakat Fitrah) 
Penyaluran zakat ini dilakukan ruti setiap tahun sekali, yakni 
pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin, kaum dhuafah dan para 
mustahik lainnya. Pembagian zakat ini dilakukan pada tiap penghunjung 
bulah Ramadhan sebelum memasuki hari raya terbesar umat Islam yakni 
hari raya ‘Idul Fitri di bulan Syawal. 
Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk 
membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta yang bertujuan untuk 
membersihkan harta. Zakat fitrah ini diwajibkan untuk mensucikan diri 





gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk me-
menuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari 
raya ‘Idul Fitri.15 
Namun menurut peneliti, walaupun penyaluran zakat ini di-
lakukan secara rutin disetiap tahunnya, pada kenyataannya tidak dapat 
memberikan dampak yang signifikan didalam mendukung perekonomian 
mustahik. Hal ini karena penyaluran zakat fitrah bersifat murni 
konsumtif, dan secara umum pemberian ini berupa beras ataupun bahan 
pokok lainnya walaupun dapat juga berupa uang yang senilai dengan 
ukuran bahan pokok tersebut. Sehingga pemanfaatannya hanya dapat 
dirasakan dalam waktu yang singkat oleh mustahik tanpa adanya 
keberlanjutan manfaat yang dirasakan.  
2) Penyaluran per-triwulan 
Penyaluran zakat ini dilakukan pada setiap tiga bulan sekali, 
artinya pelaksanaannya dapat terlaksana sebanyak empat kali dalam 
setahun. Diantaranya terhadap penyaluran zakat yang ditujukan pada 
individu di wilayah tertentu ataupun pada kelompok masyarakat dan 
organisasi tertentu, seperti pemberian zakat dana bantuan kesehatan, 
pemberian dana sosial, ekonomi, ataupun bantuan zakat modal usaha 
baik itu modal usaha perdagangan, peternakan, pertanian dan lainnya. 
Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pengurus 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah Tamrin Talebe disebutkan bahwa 
didalam penyaluran ini dapat melibatkan para mustahik dari berbagai 
profesi dan latar belakang serta kebutuhan yang berbeda, karena 
penyaluran zakat pada periode ini tidak hanya terikat pada bantuan-
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bantuan konsumtif semata tetapi juga terhadap bantuan produktif sesuai 
dengan bidang usaha yang digeluti olah mustahik. Namun pemberiannya 
tetap melalui seleksi dan kriteria khusus sesui standar kelayakan. 
Sehingga dalam penyaluran ini, potensi untuk dapat membantu 
pertumbuhan perekonomian mustahik lebih besar dari pada bantuan 
zakat fitrah yang dilakukan setiap tahunnya.   
b. Penyaluran Zakat Tidak Rutin 
Penyaluran ataupun pendistribusian zakat jenis ini dikatakan tidak 
rutin, karena penyalurannya dapat terlaksana dalam waktu-waktu yang tidak 
pasti. Penyaluran zakat ini berdasarkan pengajuan proposal yang dilakukan 
oleh individu ataupun kelompok masyarakat dan organisasi tertentu sesuai 
dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing.  
Menurut Sulfiana selakuk salah satu staff, penyaluran dana zakat 
tidak rutin ini tidak hanya berlaku pada zakat konsumtif semata tetapi juga 
dapat disalurkan kepada mustahik yang ingin mendapatkan modal dalam 
pengembangan usahanya dengan mengajukan proposal permohonan baik 
secara pribadi ataupun kelompok usaha. 
Namun penyaluran zakat ini tidak serta merta dapat diberikan kepada 
siapa saja yang mengajukan proposal bantuan, akan tetapi harus melalui 
tahap penyeleksian ataupun survey kelayakan terlebih dahulu sebelum 
akhirnya dinyatakan layak oleh pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
untuk diberikan bantuan.16 
Adapun beberapa jenis zakat yang disalurkan melalui jenis bantuan 
ini berdasarkan “Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS oleh 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah Periode Tri-wulan I Tahun 2014” ialah:   
1) Bantuan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. 
                                                             





2) Bantuan penyelenggaraan kegiatan Shalawat Akbar Nabi Muhammad 
saw. 
3) Bantuan penyelenggaraan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. 
4) Bantuan kegiatan pendidikan, pembinaan, pengelolaan dan pengembang-
an taman pengajian TKA/TPA (Taman Kanak-kanak Al-Qur’an/Taman 
Pengajian Al-Qur’an), MTS (Madrasah Tsanawiyah) ataupun sekolah-
sekolah lainnya. 
5) Bantuan pembangunan dan perbaikan sekolah ataupun pondok 
pesantren. 
6) Bantuan pembangunan dan pengadaan mimbar mesjid. 
7) Bantuan beasiswa murid kurang mampu. 
8) Bantuan penyelesaian studi S1. 
9) Bantua modal usaha.  
10) Bantuan untuk para korban bencana alam ataupun musibah lainnya. 
Seluruh bantuan yang telah disebutkan diatas, secara umum diberikan 
dalam bentuk dana tunai sebagai bentuk dukungan BAZNAS dalam pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan ataupun sosial dan 
ekonomi. Sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang termuat dalam pasal 3 
UU Zakat No. 23 Tahun 2011 yakni: “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. 
Begitu pula menurut peneliti, bahwa terkhusus kepada dua model terakhir 
dalam penyaluran zakat produktif sebagaimana yang telah dijelaskan diatas lebih 
dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadapa pemberdayaan ekonomi 
masyarakat secara langsung, terutama bagi pemberian dana modal usaha yang 






5. Syarat Penerima Zakat 
Ketentuan terhadap penerima zakat ataupun mustahik pada dasarnya, 
telah ditentukan oleh syariat Islam Q.S At-Taubah/ 9: 60: 
                            
                          
      
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
Yang berhak menerima zakat berdasarkan pada firman Allah tersebut 
ialah: 
1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta 
dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 
2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan 
kekurangan. 
3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mem-
bagikan zakat.  
4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru 
masuk Islam yang imannya masih lemah.  
5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang 
ditawan oleh orang-orang kafir.  
6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang 





hutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.  
7) Pada jalan Allah (fisabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 
kaum muslimin, diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah 
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 
sekolah, rumah sakit dan lain-lain.  
8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya. 
Adapun peruntukkan zakat bagi para mustahik yang mengajukan sendiri 
proposal bantuannya, maka pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah memiliki 
standar kelayakan penerima bantuan dengan jenis pengajuan dan persyaratan 
yang tentunya tidak keluar dari aturan syariat mengenai delapan asnaf penerima 
zakat, yang diantaranya sebagai berikut: 
1) Pengajuan bantuan modal usaha dengan syarat: 
(a) Keluarga miskin, dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari 
kelurahan; 
(b) Memiliki usaha yang dapat dikembangkan; 
(c) Memiliki potensi pengembalian dana melalui tinjauan usaha yang 
dijalankan oleh mustahik. 
2) Pengajuan bantuan penyelesaian studi: 
(a) Mahasiswa/mahasiswi yang terdaftar pada Universitas tertentu; 
(b) Membawa surat keterangan kuliah darai Universitas; 
(c) Merupakan mahasiswa/mahasiswi kurang mampu dengan membawa 






3) Bantuan renovasi rumah: 
(a) Warga miskin; 
(b) Memiliki rumah yang tidak layak huni (dengan standar penilaian yang 
ditetapkan oleh BAZNAS) dan pantas mendapatkan bantuan renovasi 
rumah; 
(c) Tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau selaku pekerja serabutan; 
(d) Memiliki sebidang tanah dengan kepemilikan tetap, hal ini agar 
bangunan rumah yang dihuni kelak tidak akan mengalami masalah 
kepemilikan tanah dikemudian hari ataupun pembongkaran rumah 
hunian yang akan menimbulkan kerugian bagi mustahik dan juga pihak 
BAZNAS karena pendirian rumah diatas tanah pihak lain. 
Adapun rincian lebih lengkap dari persyaratan-persyaratan pengajuan 
bantuan lainnya dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan ataupun kesehatan 
dan sebagainya, selanjutnya diatur didalam aturan atau ketentuan internal 
BAZNAS dengan melalui pertimbangan yang akurat, yang tentunya tidak keluar 
dari aturan Syariat ataupun perundan-undangan yang berlaku.  
Prasyarat yang menjadi standar dalam pemberian bantuan melalui dana 
zakat tersebut memang dapat membantu pihak amil pada lembaga zakat ini 
dalam hal penyaluran. Namun masih dibutuhkan seleksi yang ketat dari pihak 
lembaga amil zakat agar bantuan yang diberikan benar-benar jatuh kepada 
mustahik yang tepat, melalui tinjaua atau survei awal serta pengawasan dan 
kontrol selama masa berjalannya bantuan dengan tidak hanya mengandalkan 
sistem kekerabatan antara amil dan mustahik ataupun kedekatan lainnya secara 





Permasalah ini dari hemat peneliti juga terkait dengan masalah sosialisai 
mengenai keberadaan lembaga pengelolaan, karena jika sosialisasi masih minim 
dilakukan maka informasi mengenai keberadaan lembaga zakat ini hanya akan 
beredar diantara muzakki ataupun mustahik yang sama, yang mana akan 
memberikan dampak kepada sumber pembayaran zakat dan juga penyalurannya 
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sebaliknya dengan adanya 
sosialisasi yang baik ditengah-tengah masyarakat luas, maka sumber pembayaran 
zakat juga akan semakin meluas dan begitu pula bagi sasaran dari penyaluran 
dana zakat tersebut.  
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat pada BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah telah berdiri selama kurang lebih 20 
tahun, dalam jangka waktu tersebut telah banyak dana zakat yang dikelola oleh 
lembaga pengelolaan zakata berskala Prov. ini, baik dalam hal pengumpulan 
ataupun pendistribusiannya. Namun ternyata pada jangka waktu yang tidak 
sebantar itu, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh para amil 
didalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Walaupun banyak pula faktor 
pendukung yang dapat memajukan sistem dan tata kelola zakat di lembaga 
tersebut. 
Berikut beberapa hal yang menjadi kendala bagi pengelolaan zakat oleh 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, yaitu: 
a. Adanya kelemahan didalam UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, 
yaitu tidak dibahasnya mengenai sanksi yang diberikan kepada para 
mustahik atau wajib zakat yang tidak melaksanakan kewajibannya. Adapun 
sanksi yang terdapat didalam UU tesebut hanya diperuntukkan bagi para 





bagi lembaga zakat dari organisasi masyarakat yang beroprasi nemun belum 
melaporkan atau tanpa sepengetahuan dari pihak BAZNAS setempat. 
b. Sumber daya manusia pengelola zakat yang juga masih lemah, hal ini 
dibuktikan dengan kinerja atau kualitas kerja yang dihasilkan tidak sesuai 
dengan kuantitas pengelola yang tercatat secara administratif pada organi-
sasi kepengurusan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah. 
c. Kepercayaan masyarakat yang masik kurang terhadap pengelola zakat, 
sehingga masih ada kecenderungan pada para wajib zakat untuk menyalur-
kan zakatnya secara tradisional dengan mengantarkan langsung kepada para 
penerima zakat yang dianggap pantas.  
d. Kesadaran berzakat yang masih sangat kurang oleh masyarakat muslim Kota 
Palu, didukung pula dengan tidak adanya sanksi ataupun hukuman bagi 
mereka yang tidak membayar zakat. 
Jika dilihat dari fakta yang terjadi selama ini, kendala-kendala yang 
muncul dan sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik, adalah merupakan 
permasalahan yang klasik. Artinya, semua kendala ini sudah dialami oleh 
lembaga-lembaga zakat sejak lama. Ini terbukti melalui berbagai hasil penelitian 
sebelumnya yang kurang lebih menemukan kendala ataupun hambatan yang 
sejenis didalam pengelolaan zakat di Indonesia, mulai dari lemahnya regulasi 
pemerintah, kurangnya kesadaran berzakat umat muslim, hingga sumber daya 
manusia para amil yang kurang berkompeten, yang berdampak pada minimnya 
kepercayaan muzakki. 
Mengenai lemahnya regulasi pemerintah, peneliti beranggapan bahwa 
seharusnya pemerintah lebih dapat berbenah diri didalam menyusun berbagai 





perzakatan ini. Karena jika tidak diselesaikan secara tuntas, malah akan 
menimbulkan permasalahan baru didalam keberlangsungan suatu aturan tertentu. 
Dalam penyususnan undang-undang zakat ini, seharusnya peraturan mengenai 
sanksi bagi muzakki yang mengingkari kewajiban zakatnya jangan sampai tidak 
mendapat perhatian, karena dari sini pengelolaan zakat akan berjalan semakin 
teratur dan disiplin karena dapat menjadi motifasi sekaligus konsekwensi hukum 
yang akan memberikan efek sangat positif bagi keberlangsungan pengelolaan 
zakat di Indonesia secara keseluruhan, khususnya pada Prov. Sulawesi Tengah 
dan Kota Palu. 
Begitu juga dengan lemahnya SDM para amil disetiap lembaga zakat baik 
dikalangan pemeritah ataupun lembaga masyarakat khususnya BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah, harus diperkuat dengan merekrut setiap calon amil secara 
professional. Harus dapat disesuaikan secara pasti mengenai keahlian yang 
dimiliki dengan kebutuhan lembaga terhadap tenaga kerja dengan bidang-bidang 
tertentu agar kinerja yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat 
bagi pemberdayaan zakat dan pengembangan lembaga, sesuai dengan visi misi 
yang diusung oleh lembaga zakat ini. Hingga dampaknya selain dapat 
memajukan lembaga dan mendayagunakan zakat dengan benar, juga yang tidak 
kalah penting akan dapat memperoleh kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat 
luas sehingga pengelolaan zakat dengan baik dan benar sesuai amanat Syariat 
Islam dan undang-undang Negara Republik Indonesia akan tercapai. 
Masih banyaknya kendala dalam pengelolaan zakat tersebut, seharusnya 
menjadi pelajaran bagi pemerintah khususnya dan semua kalangan yang ingin 
memperbaiki sistem pengelolaan zakat. Agar tujuan zakat untuk mensejahtera-





Disamping kendala yang telah disebutkan, ada juga beberapa pendukung 
yang dapat menjadi potensi untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat di 
Kota Palu oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu: 
a. Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah 
musli, begitu pula pada kependudukan Kota Palu yang mayoritas beragama 
Islam. Pemeluk agama Islam mendominasi dengan persentase sebesar 89,33 
persen. Protestan 7,85 persen, Katholik 1, 4 persen, Hindu 1,02, dan Budha 
0,40 persen.17 
b. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan zakat ini, 
terbukti dengan hadirnya undang-undang khusus yang mengatur masalah 
Pengelolaan Zakat, yakni UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola-
an Zakat. Walaupun belum sepenuhnya dapat melingkupi segala per-
masalahan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 
c. Adanya dukungan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, dengan hadirnya 
beberapa peraturan, diantaranya: 
1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Surat ini 
bertujuan untuk menghimbau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di 
seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaat-
an zakat pada perangkat daerah dan BUMD dilingkup wilayah kerja 
masing-masing melalui BAZNAS Prov. dan Kabupaten/Kota.  
2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang 
Pengelolaan Zakat Dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya 
di Prov.. PERGUB ini dalam rangka menghimbau kepada seluruh PNS 
dan Pejabat lainnya pada dinas, badan atau lembaga pemerintahan 
                                                             





lainnya untuk membayar zakat, infak dan sedekah pada UPZ yang telah 
dibentuk oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah pada wilayah kerja 
masing-masing. 
d. Faktor pendukung yang paling penting ialah, bahwa berzakat merupakan 
kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan didalan syariat agama Islam, 
yang mana melakukannya adalah wajib sedangkan dalam hal mengingkari 
atau meningaalkannya adalah merupakan dosa yang besar. 
Jika segala faktor pendukung ini dikerahkan secara serentak dengan baik 
dan benar dengan meminimkan setiap faktor penghambat yang ada oleh setiap 
pihak, baik pemerintah, lembaga amil ataupun umat muslim, maka bukan tidak 
mungkin pengelolaan zakat di Kota Palu ini akan berjalan sebagaimana mestinya 
dengan menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat seiring 
dengan perkembangan lembaga amil zakatnya.  
 
C. Optimalisasi Peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam Pendaya-gunaan 
Zakat di Kota Palu Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 
2011. 
 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang mem-
bahas tentang “Pengelolaan Zakat”, merupakan perundang-undangan yang men-
jadi dasar aturan pengelolaan zakat di Negara Indonesia sejak waktu diberlaku-
kannya, yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu UU RI Nomor 38 
Tahun 1999. 
Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan didalam kedua perundang-
undangan tersebut, diantaranya ialah: 1) Jumlah pasal, yang mana UU sebelum-
nya berjumlah 25 pasal, sedangkan UU baru dengan jumlah 47 pasal; dan 2) 
Materi bahasan; terdapat beberapa tambahan bahasan pada UU No. 23 Tahun 





a) Bahasan ketentuan umum dan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional, 
bahasan BAZNAS Prov. dan BAZNAS Kabupaten/Kota, serta dimuat pula 
mengenai pembentukan, perizinan dan pelaporan atas segala kegiatan LAZ 
atau Lembaga Amil Zakat. 
b) Ketentuan “pemberian bukti setoran zakat bagi muzakki yang akan 
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. 
c) Bahasan tersendiri mengenai “Pendistribusian Zakat”. 
d) Terdapat bagian tersendiri yang memuat Pengelolaan Infak, Sedekah dan 
Dana Sosisal Keagamaan Lainnya, juga mengenai Pelaporan. 
e) Bahasan Pembiayaan, serta Pembinaan dan Pengawasan, juga Peran Serta 
Masyarakat, dan Larangan termuat dalam bab-bab tersendiri. 
f) Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana dibahas didalam bab yang 
terpisah. 
Optimalisasi peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam 
pendayagunaan zakat di Kota Palu menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang  
Pengelolaan Zakat, dapat ditinjau didalam tiga bagian pembahasan yakni 
Kelembagaan, Manajmen dan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penjabaran 
sebagai berikut: (yang segala isi pasal-perpasal terlampir  di bagian akhir Tesis)   
1. Kelembagaan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
Pembahasan tentang kelembagaan BAZNAS Prov. dan Kabupaten/ Kota 
termuat didalam pasal 15 dan pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011, dengan bahasan 
pokok sebagai berikut ini:  
1) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Prov.,  
2) Pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Prov., serta  
3) Pembentukan UPZ dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat 





daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
serta dapat juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau 
nama lainnya, dan tempat lainnya. 
Pembentukan lembaga zakat Prov. Sulawesi Tengah telah melalui 
tahapan yang sesuai dengan ketentuan pasal 15, yakni pembentukan oleh Menteri 
atas usulan Gubernur Sulawesi Tengah setelah mendapat pertimbangan dari 
Badan Amil Zakat Nasional, dengan bertempat di kompleks mesjid Agung 
Darussalam Palu sejak awal terbentuknya hingga saat ini.   
Begitu pula dangan pelaksanaan tugas dan fungsi, lembaga zakat ini 
melaksanakannya berdasarkan lingkup kewilayahan Prov. Sulawesi Tengah, dan 
termaksud didalamnya Kota Palu yang merupakan ibu Kota Prov.. Pengelolaan 
zakat dilakukan berdasarkan skala kerja dari lembaga zakat Prov. ini, yang mana 
mencakup seluruh kabupaten/Kota yang berada pada daerah Sulawesi Tengah. 
Namun pada daerah-daerah tersebut BAZNAS hanya menerima laporan 
penerimaan dan penyaluran dana zakat yang kelola pada tiap enam bulan sekali. 
Sedangkan pada pasal 16 ayat 1 mengenai pembentukan UPZ, telah di-
laksanakan oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dengan membentuk UPZ 
berdasarkan salah satu rujukan dari PERGUB, yakni Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang “Pengelolaan Zakat 
Pendapatan Dan Infak Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Prov.”. 
Praturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 dan telah berjalan 
hingga saat ini.18 Adapun Peraturan Gubernur ini ditujukan bagi beberapa pihak 
yang dianggap perlu mendapatkan laporan, ialah: 
                                                             
18 Republik Indonesia, “PERGUB Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang 
“Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Prov.” 





1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Prov. Sulawesi Tengah dan Pegawai Negeri 
Sipil Pusat yang berkedudukan di Prov. Sulawesi Tengah,   
2) Pejabat lainnya (Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Anggota Lembaga Independen Provinsi) yang 
gaji/honoriumnya dibayar melalui dana anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Prov. Sulawesi Tengah.19 
Daftar Instansi/Dinas/Badan/Lembaga Pemerintahan yang telah 
berpartisipasi didalam pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada 
Instansi masing-masing, tercantum pada Tabel berikut: 
Tabel 3. Daftar Nama-nama Instansi/Dinas/Badan/Lembaga yang telah memberi-
kan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Prov. 
Sulawesi Tengah Tahun 2013-2014 berdasarkan PERGUB Nomor 07 
Tahun 2012. 
























Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Tengah 
Asisten/Sekda Prov. Sulawesi Tengah 
Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Tengah 
Biro Umum Setda. Prov. Sulawesi Tengah 
Biro Organisasi Setda. Prov. Sulawesi Tengah 
Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Prov. Sulawesi Tengah 
Biro Administrasi Pembangunan dan SDA Setda. Prov. SulawesiTengah 
Biro Otonomi Daerah Setda. Prov. Sulawesi Tengah 
Biri Administrasi Kesra dan Kemasyatakatan Setda. Prov.Sulawesi Tengah 
Biro Hukum Setda. Prov. Sulawesi Tengah 
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 
Kantor Polisi Pamong Praja 
Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Tengah 
Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Diklat Pertanian Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sul-Teng 
(BAKORLUH P2K) 
 
                                                             






Lanjutan Tabel 3. 





























Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
BKKBN Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Badan RSUD Undata Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Prov. SulawesiTengah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Pengadilan Tinggi Agama Palu 
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Pertanian Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Sosial Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Sumber Daya Air Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Cipta Karya Prov. Sulawesi Tengah 
Dinas Bina Marga Prov. Sulawesi Tengah 
UPTD PMSBTPH Prov. Sulawesi Tengah 
UPTD Museum Prov. Sulawesi Tengah 
UPTD Taman Budaya Prov. Sulawesi Tengah 
Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulawesi Tengah 
Sumber Data: Kantor Badan Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah 
Namun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan peneliti pada laporan 
rutin BAZNAS Prov. Sul-Teng yang dikeluarkan, kehadiran peraturan 
perundangan yang didukung oleh PERGUB Prov. Sulawesi Tengah ini tidak juga 
dapat menyerap kesadaran dari keseluruhan instansi ataupun badan-badan 
pemerintah dalam lingkup Prov. Sulawesi Tengah untuk terus rutin dan konsisten 
dalam pembayaran zakat, infak ataupun sedekah. Hal ini terbukti dengan masih 
terdapat instansi ataupun lembaga yang terdaftar didalam laporan lembaga zakat 
Prov. Sulawesi Tengah ini yang tidak rutin membayarkan kewajiban zakatnya 





Problem ini, lagi-lagi timbul dan terus berlangsung hingga saat ini juga 
dikarenakan oleh beberapa problem mendasar, yakni tidak tegasnya penanganan 
pemerintah didalam menindaki para wajib zakat yang tidak menunaikan 
kewajibannya, terbukti bahwa hal ini sama sekali tidak dicantumkan didalam UU 
Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan payung hukum didalam pelaksanaan 
pengelolaan zakat di Negara ini. Ditambah dengan lemahnya pemahaman dan 
kesadaran mayoritas pihak mengenai masalah ini.     
Mengenai pasal 16 ayat 2 yang memuat tentang organisasi dan tata kelola 
BAZNAS Prov. yang diatur melalui peraturan pemerintah, lembaga zakat ini 
telah memiliki susunan organisasi dan menjalankan tata kelola melalui 
“Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah” Nomor 451/156/RO.ADM 
KESRAMAS-GST/2011, Tentang: Pengangkatan Pengurus Amil Zakat Prov. 
Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014, yang akan terlampir pada bagian akhir 
penelitian ini. 
Substansi didalam surat keputusan Gubernur tersebut merupakan susunan 
pengurus BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah periode saat ini, yang sekarang telah 
berada pada akhir masa jabatan dan akan segera berganti dengan kepengurusan 
yang baru. Nama-nama pengurus yang tercantum didalam surat keputusan ini 
berjumlah sebanyak 48 orang, namun faktanya kinerja yang dihasilkan oleh 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan 
dengan banyaknya daftar nama pada struktur kepengurusan. 
Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BAZNAS Tamrin Talebe 
mengenai eksistensi Dewan Pertimbangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, 
yang terdiri dari Gubernur, Ketua MUI, Sekda dan Kakanwil Kemenag Prov. 





tugas dan fungsinya. Para anggota dewan ini tidak melaksanakan perannya 
didalam memberikan pertimbangan ataupun masukan (diminta ataupun tidak) 
kepada Badan Pelaksana didalam menjalankan tugas kelembagaan, tidak pula 
melaporkan pelaksanaan tugas. Namun hanya menerima laporan dari Badan 
Pelaksana BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah setiap enam bulan sekali yang 
merupakan waktu rutin pelaporan sebagaimana yang termuat dalam UU Zakat.  
Begitu pula terhadap pengurus pada bidang-bidang lainnya, yang bahkan 
tidak pernah menampakkan diri apalagi berkontribusi didalam kepengurusan 
lembaga. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa staff harian BAZNAS, salah 
satunya Muhammad Ridho yang telah bertugas selama kurang lebih tiga tahun 
lamanya. Menurutnya, bahkan ada dari beberapa pengurus yang tidak ia ketahui 
nama dan rupanya karena tidak pernah datang di kantor kesekertariatan 
BAZNAS ini bahkan untuk menghadiri rapat-rapat penting sekalipun.  
Berdasar pada temuan yang diperoleh melalui wawancara dan fakta 
lapangan sebagaimana yang tercermin dalam pernyataan diatas mengenai 
kelembagaan zakat ini, maka dapat terlihat bahwa optimalisasi BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah dalam hal kelembagaan badan amil zakat nasional ini masih 
tergolong lemah dan membutuhkan pembenahan dan penanganan yang serius 
serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait, yakni bagi pemerintah, 
para amil zakat ataupun lembaga-lembaga zakat, dan juga masyarakat muslim 
baik selaku mustahik ataupun muzakki. Utamanya mengenai organisasi dan tata 
kelola lembaga yang belum dapat berjalan sesuai dengan amanat perundang-








Pembahasan mengenai manajmen BAZNAS Prov. ataupun Kabupaten/ 
Kota termuat didalam BAB III, IV, V dan VI UU RI No. 23 Tahun 2011, dengan 
rincian: a) Pengumpulan; Pasal 21 sampai pasal 24, b) Pendistribusian; Pasal 25 
dan pasal 26, c) Pendayagunaan; Pasal 27, d) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan 
Dana Sosial Keagamaan Lainnya; Pasal 28, e) Pelaporan; Pasal 29, f) 
Pembiayaan BAZNAS Prov.; Pasal 31, g) Pembinaan dan Pengawasan; Pasal 34 
dan 35, serta h) Peran Serta Masyarakat; Pasal 35. 
a. Pengumpulan 
Masalah pengumpulan zakat termuat pada pasal 21, 22, 23, dan pasal 
24 UU No. 23 Tahun 2011, yang substansinya memuat tentang:  
1) Pasal 21: Pengitungan zakat sendiri oleh mustahik atau melalui amil. 
2) Pasal 22: Pembayaran zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 
3) Pasal 23: Pemberian bukti setor zakat oleh lembaga zakat pada muzakki 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
4) Pasal 24: Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Prov. 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Penghitungan zakat dalam hal pengumpulannya pada BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah, selama ini telah berjalan sesuai perundangan zakat pasal 
21, yakni langsung disetorkan oleh muzakki jika mengetahui cara 
menghitung kewajiban zakat yang harus dikeluarkan, dan akan mendapatkan 
bantuan langsung dari pihak amil jika ada muzakki yang tidak yakin dengan 
penghitungannya sendiri. 
Pengaplikasian dari pasal 22 dan pasal 23 UU Zakat, belum dapat ter-





belum adanya peraturan internal dari pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
yang mengatur mengenai hal penyediaan kartu NPWZ atau Nomor Pokok 
Wajib Zakat. 20  Sehingga bagi setiap muzakki yang membutuhkan bukti 
setoran zakatnya untuk keperluan tertentu, pihak BAZNAS belum dapat 
memberikannya, dan juga pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak ini belum berlangsung pada lembaga zakat yang berskala Prov. 
ini.  
Namun menurut tinjauan peneliti, sampai saat ini hal tersebut juga 
belum menjadi skala prioritas oleh pihak BAZNAS sendiri, karena belum 
adanya tindakan nyata yang dilakukan untuk mengusahakan teraplikasinya 
kandungan pasal 22 dan 23 sebagai salah satu rujukan didalam meng-
aplikasikan pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulannya.  
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah seperti yang tertera pada pasal 24, diatur melalui: 
1) PERGUB (Peraturan Gubernur) Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 
Tentang: Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pegawai Negeri Sipil 
Dan Pejabat Lainnya Di Prov., yang mana PERGUB ini berlaku sejak 
tanggal 1 Maret 2012. Lebih lanjut peraturan ini mengintruksikan 
lingkup pengumpulan zakat kepada para PNS Daerah Prov. Sulawesi 
Tengah dan PNS Pusat yang berkedudukan di Prov. Sulawesi Tengah, 
serta para Pejabat lainnya (Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, 
dan Anggota Lembaga Independen Prov.) yang gaji/honoriumnya dibayar 
melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Prov. Sulawesi 
Tengah. 
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2) Juga didukung oleh terbitnya Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam 
Negeri) Republik Indonesia No: 450.12/3302/SJ Tentang: Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat. Surat Edaran ini lebih lanjut menginstruksikan 
kepada seluruh Gubernur dan Bupati/WaliKota di seluruh Indonesia 
untuk mengoptimalisasikan pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada 
perangkat daerah dan BUMD dilingkungan wilayah kerja masing-masing 
melalui Badan Amil Zakat Prov. dan Kabupaten/Kota.21 
PERGUB Sulawesi Tengah dan Surat Edaran tersebut, merupakan 
kelanjutan yang berdasarkan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat, juga dari Inetruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ 
Lembaga, Sekretariat Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, dan 
Pemerintah Daerah, yang mana melalui BAZNAS perlu mengoptimalkan 
pengumpulan dan pemanfaatan zakat yang dikelola secara terorganisir, 
transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
menanggulangi kemiskinan.    
b. Pendistribusian 
Masalah pendistribusian zakat termuat pada pasal 25 dan pasal 26 
UU RI No. 23 Tahun 2011, yang bahasan pokoknya sebagai berikut: 
1) Pasal 25: Distribusi zakat harus sesuai syariat Islam. 
2) Pasal 26: Distribusi zakat berdasarkan skala prioritas. 
Pendistribusian zakat pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah telah 
berjalan sesuai dengan amanat UU berdasarkan ketentuan syariat Islam, 
yakni kepada delapan asnaf penerima zakat atau mustahik. Namun pada 
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pendistribusian zakat di Kota Palu hanya diberikan kepada beberapa 
golongan mustahik yang memang terdapat di Kota Palu dengan tetap 
berpegang pada skala prioritas dan tidak disalurkan kepada golongan 
mustahik yang memang tidak ada lagi seperti memerdekakan budak, yang 
juga menurut Wahbah Al-Zuhayly bahwa pada zaman sekarang ini sudah 
tidak ada lagi perbudakan karena sudah dilarang secara Internasional sebagai 
bentuk dari perwujudan HAM (Hak Asasi Manusia).   
Adapun pendistribusian tersebut digunakan baik untuk keperluan 
konsumtif yang akan langsung habis digunakan dan dikonsumsi untuk 
memenuhi kebutuhan mendasar mustahik ataupun dalam guna produktif, 
yang dapat dikembangan dalam bidang usaha sehingga dapat memberikan 
hasil berkepanjangan. 
Jalur distribusi zakat pada lembaga ini dilakukan dalam beberapa 
bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan bahkan 
dalam penanggulangan musibah ataupun bencana alam. Sedangkan mengenai 
jangka waktu pendistribusian dana zakat pada lembaga ini, dapat tersalur 
didalam dua waktu yaitu pendistribusian rutin tahunan serta tiga bulanan, 
dan distribusi yang tidak tetap sesuai pengajuan proposal bantuan yang 
diajukan mustahik, dan hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada 
pembahasan sebelumnya.    
Pendistribusian zakat pada lembaga ini juga dilakukan berdasarkan 
skala prioritas yang disebutkan didalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, 
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, yang 
mana pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, pendistribusiannya diterapkan 





Desa ataupun wilayah yang tergolong miskin yang akan mendapatkan 
bantuan dana zakat.22 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Umum lembaga 
zakat Prov. Sulawesi Tengah ini mengenai bagaimana pengaturan masalah 
distribusi dana zakat menurut ukuran kewilayahan, maka lembaga zakat ini 
melakukannya secara bergiliran disetiap daerah pada wilayah Sulawesi 
Tengah dengan memperhatikan faktor kelayakan daerah berdasarkan atas 
koordinasi aparat setempat, lalu dilanjutkan dengan mengadakan survey dan 
tinjauan langsung oleh pihak BAZNAS itu sendiri.23 Hal ini dilakukan agar 
pendistribusian zakat tetap berjalan berdasarkan skala prioritas dengan 
berpegang pada asas pemerataa, keadilan dan kewilayahan sesuai dengan 
amanat UU.  
c. Pendayagunaan  
Pendayagunaan zakat termuat pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, 
yang bahasan pokoknya mengenai dayagunakan zakat dapat dilakukan 
melalui usaha produktif, setelah kebutuhan dasar terpenuhi. 
Pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, pendayagunaan zakat telah 
disalurkan untuk usaha konsumtif dan produktif. Untuk usaha produktif 
seperti yang tercantum didalam pasal 27 tersebut, yakni dengan cara 
pemberian modal usaha bagi UKM, baik itu yang berlaku pada kelompok, 
ataupun perorangan dari para mustahik penerima bantuan modal usaha.24 
Seperti bantuan yang diterima oleh sebagian mustahik pada Kelurahan 
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Boyaoge secara individu, dan bagi sebagian mustahik di kecamatan Palu 
Barat yang berprofesi sebagai pedagang campuran yang berusaha dengan 
cara berkelompok. 
Bantuan usaha produktif oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
terhadap para mustahik yang dianggap layak, dalam hal ini tentu saja 
ditujukan pada mustahik yang kebutuhan primernya telah terpenuhi, melalui 
beberapa cara pembagian, diantaranya yaitu: 
1) Menerapkan dana bergulir bagi para mustahik pada suatu daerah, dengan 
harapan agar dana bantuan tersebut secara perlahan tapi pasti, dapat 
menjadi stimulant bagi para mustahik untuk dapat terus melanjutkan 
usaha yang digelutinya. Dana bergulir ini dilakukan dengan memberikan 
kepada beberapa mustahik terlebih dahulu, dan pada saat pengembalian 
dana tersebut dapat diberikan lagi kepada mustahik yang lainnya secara 
bergiliran pada suatu daerah tertentu. 
2) Menerapkan bantuan lunak, ataupun pengembalian dana tanpa 
tambahan. Artinya, dana bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah harus dikembalikan oleh mustahi pada jangka 
waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jika 
pengembalian dana dilakukan tepat waktu, maka mustahik masih dapat 
mengajukan pinjaman kembali dengan jumlah yang lebih tinggi menurut 
ketentuan BAZNAS Provinsu Sulawesi Tengah dari jumlah pinjaman 
sebelumnya. Pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, pinjaman semacam 
ini dapat dimulai dari kisaran Rp. 500.000, berlaku kelipatan berikutnya 
hingga nilai maksimal pada jumlah Rp. 5.000.000. 25  dan sebagai 
                                                             





perbandingan, hal ini juga berlaku pada BAZDA Kota Palu namun 
dengan maksimal nilai pinjaman sebanyak Rp. 6.000.000.26 
3) Memberikan bantuan secara cuma-cuma, artinya bantuan dana modal 
usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
terhadap mustahik, tanpa adanya pengembalian sama sekali dikemudian 
hari terhadap dana bantuan tersebut. 
Menurut pengurus BAZNAS Yahya Syakur yang juga bertugas 
sebagai Bendahara pada lembaga ini, bahwa pemberian bantuan-bantuan 
tersebut diatas memiliki tujuan yang sama dengan visi misi Lembaga, juga 
amanat UU yakni dalam guna pengentasan kemiskinan serta meningkatkan 
kesejahteraan bagi para mustahik.27  
Namun menurut peneliti, pemberian bantuan modal usaha produktif 
dengan cara ketiga, tidak akan memberikan efek positif bagi para mustahik. 
Karena para mustahik tidak memiliki tanggung jawab kedepannya terhadap 
bantuan yang diperoleh, sehingga bisa saja bantuan tersebut tidak sampai 
pada arah dan tujuan yang dimaksudkan sebelumnya oleh pihak BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah, yakni menjadi pancingan atau stimulan bagi 
mustahik agar dapat melanjutkan dan meng-embangkan usahanya secara 
terus-menerus. Melainkan hanya akan berubah fungsinya bagi mustahik dari 
bantuan produktif, menjadi dana konsumtif dan akan habis dalam waktu 
yang singkat dengan peruntukan yang tidak semestinya. Cara ketiga ini juga 
kurang efektif dalam mendayagunakan zakat, karena selain memberikan 
kesan memanjakan mustahik, juga penerapan sistem ini tidak mengandung 
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efek motivasi berusaha kepada mustahik dalam mengembalikan dana 
bantuan yang diterima. 
d. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya 
Mengenai pengelolaan dana infak, sedekah dan dana sosial lainnya, 
UU Zakat mengaturnya didalam pasal 28. Pasal ini menjelaskan bahwa 
selain dana zakat, lembaga zakat dapat melakukan pengelolaan dalam hal 
menerima, menyalurkan dan membukukan infak, sedekah dan dana sosial 
lainnya yang diberikan oleh umat muslim. 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah telah melakukan pengelolaan 
terhadap infak dan sedekah, tetapi tidak mengelola bantuan dana sosial 
kegamaan lainnya (seperti: wakaf, wasiat, ghanimah, nadzar, qifarat, fidyah, 
dan sebagainya) karena tidak ada umat muslim yang membayarkan atau 
meyetorkan dana sosial ini kepada pihak amil. Infaq dan sedekah yang 
diterima oleh pihak lembaga zakat ini juga telah dibukukan secara terpisah 
dengan pembukuan zakat, hal ini dilakukan agar tidak tidak ada percampuran 
diantara keduanya serta akan memudahkan pihak amil zakat Prov. Sulawesi 
Tengah dalam pengelolaan dan juga pelaporannya.28  
Sebagaimana yang disampaikan oleh Tamrin Talebe selaku Sekretaris 
pada lembaga zakat ini, bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq-sedekah 
yang dijalankan oleh BAZNAS Prov. Sul-Teng, telah melalui pengelolaan 
yang baik dan tertib dalam hal pengumpulan dan pendayagunaa. Ini dapat 
terlihat melalui pembukuan yang dilakukan terhadap keduanya ialah secara 
terpisah dan tidak saling bercampur aduk. 
                                                             





Sedangkan menurut peneliti, lembaga ini juga telah menjalankan 
amanat dalam pasal 28 ini dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti 
didalam pelaksanaannya.  
e. Pelaporan 
Dalam hal pelaporan, BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah telah 
melaksanankan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang zakat yang 
pada pasal 29 ayat ke-2, yaitu wajib menyampaikan laporan pelaksanaa 
pengelolaan ZIS kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. 
yang mana melaporkan pelaksanaan pengelolaan tersebut kepada Badan 
Amil Zakat Nasional dan PEMDA setempat setiap enam bulan sekali.29  
Berdasarkan hasil laporan penerimaan dan pendayagunaan zakat. 
Infak dan sedekah dalam lingkup PEMDA, laporan Badan Amil Zakat Prov. 
Sulawesi Tengah tersebut ditujukan kepada: 
1) Para Asisten SETDA Prov. Sulawesi Tengah; 
2) Para Kepala Dinas dan Badan PEMDA Prov. Sulawesi Tengah; 
3) Para Kepala Biro SETDA Prov. Sulawesi Tengah; 
4) Para Kepala Kantor dan Kepala Satuan Kerja Lainnya PEMDA Prov. 
Sulawesi Tengah; 
5) Para Pimpinan Instansi Swasta dan Perorangan (Muzakki, Munfiqa dan 
Mushaddiq). 
Mengenai ketentuan lanjutan tentang pelaporan BAZNAS 
kabupaten/Kota, BAZNAS Prov., LAZ, dan BAZNAS seperti yang 
dimaksudkan pada ayat ke-6, diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang 
                                                             





menyatakan bahwa pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan akhir 
tahun.  
Sebagaimana terlampir, bahwa mengenai pelaporan kegiatan Badan 
Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah ini tidak mengalami permasalahan, baik 
laporan kepada pusat ataupun pemerintah daerah setempat sehingga dapat 
berlangsung dengan baik sesuai aturan perundangan yang berlaku. 
f. Pembiayaan 
Berdasarkan UU, pembiayaan Badan Amil Zakat Prov. tertuang 
didalam pasal 31 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam 
pelaksanaan tugas, BAZNAS Prov. dan kabupaten/Kota dibiayai oleh APBD 
dan dana hak amil. 
Pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah kegiatan operasional dalam 
pelaksanaan tugas yang telah berjalan selama ini, baik dalam hal 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pada pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat, terus berkelanjutan dengan 
adanya dukungan fasilitas dan pembiayaan yang berasal dari dana hak amil 
pada lembaga berskala Prov. ini. Selain itu juga bersumber dari dana yang 
diberikan khusus oleh pemerintah melalui dana APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah) dan dana APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Pembelanjaan Negara).  
Akan tetapi, ketentuan khusus ataupun bukti administratif mengenai 
adanya dan jumlah anggaran yang diterima dan diperoleh oleh BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah baik dari dana APBN ataupun APBD, tidak dapat 






g. Pembinaan dan Pengawasan 
Pasal 34 UU Zakat ini memuat mengenai hal pembinaan dan peng-
awasan terhadap BAZNAS Prov. oleh Menteri dan Gubernur yang meliputu; 
fasilitasi, edukasi dan sosialisasi.  
Menteri, dalam hal ini Kementrian Agama melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan terhadap BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah secara tidak 
langsung, melalui beberapa peraturan yang diperuntukkan khusus bagi Badan 
Amil Zakat Nasional di setiap Prov. di seluruh wilayah Indonesia tanpa 
terkecuali bagi lembaga ini. Sedangkan Gubernur sendiri, yang pada struktur 
organisasi berlaku sebagai ketua Dewan Pertimbangan, yang bertugas untuk 
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas organisasi, ternyata tidak dapat 
melakukan tugasnya dengan baik dalam kapasitasnya sebagai individu. 
Tetapi hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan formal melalui 
ikatan jabatan yang diemban yakni sebagai Gubernur Prov. Sulawesi 
Tengah.  
Pembinaan pemerintah dalam bentuk fasilitasi secara tidak langsung 
dapat terlihat dari adanya dana khusus yang diperuntukkan bagi BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah melalui APBN ataupun APBD, terlepas dari hal 
bahwa apakah jumlah itu mencukupi atau tidak dalam kegiatan operasional 
BAZNAS itu sendiri. Namun dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah 
memiliki perhatian dan kepedulian terhadap Lembaga Perzakatan di 
Indonesia khususnya di wilayah Prov. dan sekitarnya mskipun tidak dapat 





Pembinaan dalam bentuk sosialisasi, dapat juga terlihat melalui 
beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian ataupun gubernur 
dalam hal menggiatkan ataupun menghimbau bagi para Aparat Pemerintahan 
dalam skala Prov. Sulawesi Tengah untuk lebih optimal dalam pembayaran 
zakat pendapatan, infak atau sedekah, sehingga para pegawai ataupun para 
pejabat Prov. dapat rutin melakukan Ibadan sosial keagamaan ini melalui 
UPZ-UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah di 
lingkungan wilayah kerja masing-masing. Dukungan dari pemerintahpun 
dalam hal ini terlihat dengan kebersediaan lembaga atau instansi dalam 
lingkup Prov. Sulawesi Tengah ini mendukung hadirnya UPZ pada wilayah 
kerja setempat. Beberapa bentuk sosialisasi Pemerintah tertuang didalam 
beberapa peraturan berikut:  
1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang 
“Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Lainnya di Prov.”. 
2) Surat Edaran MENDAGRI (Menteri dalam Negeri) Nomor 
450.12/3302/SJ Tentang “Optimalisasi Pengumpulan Zakat” 
Sedangkan dalam bentuk edukasi, atau mungkin pemberian 
pendidikan ataupun pelatihan mengnai zakat, belum secara gencar dilakukan 
oleh pemerintah Prov. Sulawesi Tengah kecuali hanya dengan dukungan 
fasilitas dan sosialisasi yang selama ini telah berjalan. Demikian, dalam hal 
ini Pemerintah mendukung kegiatan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
melalui pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan 






Bagi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam konteks peng- 
awasan dan pembinaan mengamanatkan kepada pemerintah untuk 
melakukan pembinaan secara komperhensif agar substansi berikut tujuan 
pengelolaan zakat mencapai target yang diinginkan.  
Adapun bagi peneliti, dengan adanya pengawasan dan pembinaan 
pemerintah (Menteri ataupun Gubernur) baik secara langsung atau tidak 
langsung melalui ketiga hal ini, sekiranya dapat ditingkatkan dan 
dimaksimalkan oleh pihak pemerintah melalui perhatian yang serius. Karena 
semakin besar dukungan yang diberikan kepada BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah, maka akan semakin baik pula perkembangan kualitas kelembagaan 
ini. 
h. Peran Serta Masyarakat 
Peran serta masyarakat dalam hal pembinaan dan pengawasan, 
terlampir pada pasal 35. Hal pembinaan dimaksudkan dalam dua hal yaitu 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan pemberian saran 
kepada lembaga zakat untuk meningkatkan kinerjanya. Begitu pula terhadap 
pengawasan dapat juga dimaksudkan didalam dua hal, yakni masyarakat 
mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan zakat dan dapat 
menyampaikan informasi bila terjadi penyimpangan oleh lembaga zakat.   
Peran serta masyarakat lebih cenderung sebagai pengawas dan 
pembina langsung bagi mekanisme kerja yang dilakukan oleh BAZNAS 
Prov. Sulawesi Tengah ditengah masyarakat luas. Dimana peran Pembinaan 
masyarakat ini dapat tersalurkan melalui: 
1) Dakwah yang dilakukan di mesjid-mesjid oleh para muballig ataupun 





masyarakat semakin faham mengenai kewajiban zakat yang berlaku bagi 
setiap umat muslim yang mempu dan berkecukupan dengan aturan-
aturan tertentu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sosialisasi 
zakatpun tidak hanya mengenai kewajiban zakat yang diemban tiap 
muslim yang mampu, tetapi juga pengenalan lebih mendalam mengenai 
lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan  terhadap urusan zakat, 
infak bahkan sedekah. 
2) Pembentukan unit-unit pengumpulan zakat oleh tokoh agama yang 
berlangsung di mesjid-mesjid untuk memudahkan umat Islam dalam 
menunaikan kewajibannya, dan biasanya hal ini berlaku dalam 
menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. 
3) Masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada lembaga amil 
zakat BAZNAS Prov. ini dalam hal peningkatan mutu ataupun kualitas 
pelayanan dan sebagainya yang bersifat membengun bagi kelembangaan 
zakat. 
Sedangkan dalam hal pengawasa terhadap lembaga zakat ini, 
masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi secara terbuka 
mengenai pengelolaan zakat apalagi mengenai transparansi dalam masalah 
keuangan zakat. Masyarakat juga secara bebas dapat menyampaikan 
informasi ataupun kritik kepada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah bila 
terjadi penyimpangan oleh lembaga ini.  
Tetapi sejauh ini, menurut pengamatan peneliti, pembinaan dan 
pengawasan oleh masyarakat belum terealisasi sepenuhnya karena peran 
serta masyarakat ini masih sebatas pembinaan dan belum pada taraf 





transparansinya didalam melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup 
Prov. umumnya dan terkhusus pada Kota Palu.   
Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak 
pemerintah dan meupun masyarakat adalah dalam rangka membangun dan 
mendorongterselenggarannya pengelolaan zakat yang berjalan secara jujur, 
adil, merata, amanah, transparan, dan sesuai dengan tuntutan tatakelola 
kelembagaan yang baik.  
3. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Hal ini tidak dijelaskan secara khusus mengenai keanggotaan BAZNAS 
Prov. pada UU Pengelolaan Zakat Nomor. 23 Tahun 2011, namun secara umum 
mengikut pada ketentuan mengenai keanggotaan BAZNAS yang tercantum pada 
pasal 11 yang memuat mengenai prasyarat atau standar mendasar yang harus 
dimiliki dalam pengangkatan tiap anggota BAZNAS dan pasal 12 memuat 
mengenai sebab pemberhentian anggotanya.  
Organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola 
dana zakat, infak, sedekah dan dana lain yang hampir keseluruhannya adalah 
dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang 
bersumber dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka 
esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan. Lembaga ini mengemban dua 
amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan 
orang (mustahik) serta amanah menyadarkan orang (muzakki) akan kewajiban-
nya untuk berzakat.30 Adanya amanah mulia ini, maka lembaga zakat seharusnya 
dinaungi olah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan 
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bekerja secara professional didalam bidanganya, dengan harapan lembaga zakat 
dapat mencapai tujuannya yang sangat mulia didalam pengelolaan zakat yaitu: 
1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 
2) Meningkat manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggungan kemiskinan31.  
Karena itu, penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan 
efisiensi harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu 
akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi ber-
basis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut 
oleh statusnya sebagai khalifah.32 
Menurut Muhammad Ridho, sumber daya manusi pada BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah tergolong banyak dari segi kuantitas, namun berbanding 
terbalik dalam kualitas kerja atau kinerja yang dihasilkan. Tercatat sekitar 48 
jumlah nama yang tertera pada struktur organisasi BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah, namun faktanya hanya kurang lebih 10 orang saja yang terlibat dalam 
aktifitas keseharian lembaga zakat berskala Prov. ini.33 
Sejalan dengan pernyataan diatas, mengenai sumber daya manusia pada 
lembaga zakat ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi 
Tengah Nomor: 451/156/RO. Adm Kesramas-G.St/2011 Tentang: Pengangkatan 
Pengurus Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014, yang mana 
menurut Surat Keputusan ini beberapa nama yang terlampirkan namanya 
diangkap cakap dan layak dalam mengenban amanat guna menjalankan tugas dan 
                                                             
31UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3.  
32 Umer Chapra, Towards a Just Monetary Sistem, diterjemahkan oleh Ikhwan 
Abidin“Sistem Moneter Islam”, (Cet; 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000)., h. 3.  






kewajiban sebagai Pengurus Badan Amil Zakat Prov. Sulawesi Tengah yang juga 
tugasnya secara umum tercantum didalam surat tersebut.  
Akan tetapi menurut peneliti, jika diamati lebih lanjut pada fakta yang 
terjadi pada lembaga zakat Prov. ini, maka dapat terlihat bahwa sember daya 
manusia dalam keanggotaan kepengurusan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam peningkatan dan pencapaian tujuan 
lembaga pengelolaan zakat. Karena selain masih memiliki kinerja yang kurang 
baik dan profesionalisme yang masih lemah, para amil tersebut juga masih sangat 
membutuhkan pembenahan-pembenahan yang serius untuk dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugas sesuai yang 
diamanatkan oleh syariat dan perundangan. 
Adapun mengenai uji materi mengenai UU Zakat No. 23 Tahun 2011 ini 
yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), menilai bahwa UU ini 
bertentangan dengan UUD 1945 terkhusus pada pasal 5, 6, 7, 17, 18, 19, 38, 41. 
Menurut KOMAZ, penerapan pasal 41 dan yang lainnya dapat mematikan peran 
amil zakat tradisional yang telah eksis selama ini, yakni amil berbasis mesjid, 
pesantren atau ormas. Namun berdasarkan Putusan MK yang jatuh pada tanggal 
31 Oktober 2013, MK mengabulkan sebahagian dari pasal yang diajukan yakni 
pada pasal 18, 38 dan 41 UU Zakat sehingga amil zakat tradisional masih dapat 
menjalankan perannya dalam hal pengelolaan zakat. 
UU Zakat sendiri merupakan perundang-undangan yang menjadi dasar 
aturan pengelolaan zakat di Negara ini sejak waktu diberlakukannya, yang 
melengkapi dan menggantikan UU sebelumnya yang diharapkan agar UU baru ini 
dapat melengkapi dan membawahi segala permasalahan zakat yang belum 





Sedangkan menurut peneliti, adanya peran amil zakat tradisional memang 
tidak dapat dipisahkan dari perkembangan lembaga-lembaga amil zakat yang 
semakin eksis pada saat ini, karena semua itu dapat terbentuk berkat adanya 
kontribusi yang diberikan oleh amil tradisional. Hanya saja perlu adanya 
pengawasan yang lebih ketat bagi amil tradisional ini guna menghindari adanya 
penyimpangan ataupun penyalahgunaan didalam kegiatan pengelolaan zakat.   
 
D. Model Pendayagunaan Zakat Yang Diterapkan  BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah. 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah organisasi pengelolah 
yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat 
dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat 
sesuai dengan ketentuan agama.34 Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menye-
lenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.35 
Pendayagunaan artinya pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil 
dan manfaat; atau pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas 
dengan baik.36  Dengan pengertian tersebut, maka pendayagunaan zakat yang 
menjadi tugas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan sesuatu yang 
dapat membantu masyarakat miskin (mustahik) dalam mensejahterakan kehidup-
an mustahik bahkan hingga dapat berlanjutterus-menerus. 
Model pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah ialah melalui pola konsumtif dan produktif. Konsumtif 
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merupakan sifat dari suatu perilaku dalam menggunakan ataupun menghabiskan 
barang. Konsumtif berasal dari kata konsumsi, sedangkan konsumsi berasal dari 
bahasa inggris yaitu to consume yang artinya memakai atau menghabiskan. 
Secara istilah konsumsi berarti penggunaan akhir barang-barang dan jasa-jasa 
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi dapat pula diartikan sebagai 
kegiatan untuk memakai atau menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa. 
Bersifat konsumtif maksudnya hanya memakai, dan tidak menghasilkan sendiri.37 
Berbagai bentuk bantuan konsumtif yang telah diterapkan dan dilaksana-
kan oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam hal pendayagunaan zakat, 
diantaranya: 
a) Pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang disalurkan rutin setiap 
tahunnya. 
b) Bantuan untuk kegiatan keagamaan oleh masjid-mesjid, majlis ta’lim, 
sekolah ataupun madrasah, dan beberapa taman pengajian Al-Qur’an seperti: 
(1) Bantuan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Bantuan ini 
diberikan biasanya dalam bentuk dana tunai untuk pembiayaan kegiatan 
ini, atau dapat berupa bahan konsumsi selama berlangsungnya kegiatan 
seperti kue-kue ataupun minuman berupa air mineral dan sebagainya.   
(2) Bantuan penyelenggaraan kegiatan Shalawat Akbar Nabi Muhammad 
saw. Hal ini tidak jauh berbeda seperti pada kegiatan penyelenggaran 
Maulid nabi dan sejenisnya. 
(3) Bantuan penyelenggaraan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. 
(4) Bantuan pelatihan da’i. Bantuan ini diberikan dalam bentuk dana guna 
memfasilitasi sekolah-sekolah, madrasah, ataupun mesjid-mesjid yang 
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dalam kegiatannya mengadakan pelatihan da’i bagi para penceramah-
penceramah muda berbakat, yang nantinya akan ikut menyebarkan 
syariat Islam ditengah-tengah masyarakat, serta akan ikut men-
sosialisasikan mengenai kewajiban zakat ini sehingga akan ikut 
menambah pemahaman masyarakat secara luas.  
(5) Bantuan pelatihan Al-Qur’an. Bantuan dalam hal ini diberikan kepada 
mesjid, sekolah, madrasah ataupun lembaga masyarakat yang 
mengadakan pelatihan didalam membaca al-Qur’an ataupun menghafal 
al-Qur’an, yang peruntukannya tidak jauh sebaimana yang dimaksudkan 
didalam pemberian bantuan pelatihan da’i. 
(6) Bantuan pelaksanaan Festival Anak Sholeh. Bantuan ini juga berupa 
dana yang biasanya diadakan oleh mesjid-mesjid dalam melombakan 
santriwan-santriwatinya guna mengasah pemahaman mereka terhadap 
agama Islam. Seperti mengadakan lomba geraka sholat, hafalan surah 
pendek, puisi Islami dan sebagainya. 
(7) Bantuan pemberangkatan Festival Anak Sholeh Indonesia ke-IX. 
Bantuan ini juga diberikan berupa dana kepada santriwan-santriwati 
yang telah lulus seleksi Prov. dan akan diberangkatkan dalam lomba 
tingkat Nasional.  
(8) Bantuan pengadaan mimbar dan pembangunan mesjid. Bantuan ini pada 
umumnya juga diberikan dalam bentuk dana tunai guna pemenuhan 
materi bangunan mesjid ataupun pengadaan mimbar mesjid. 
c) Bantuan dalam bidang pendidikan dengan memberikan bantuan dana kepada 
yang memerlukan, baik secara individual ataupun yang dikelola melalui 





(1) Bantuan kegiatan pendidikan, pembinaan, pengelolaan dan pengembang-
an taman pengajian TKA/TPA. 
(2) Bantuan kegiatan pendidikan, pembinaan, pengelolaan dan pengembang-
an MTS atau madrasah Tsanawiyah. 
(3) Bantuan pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah ataupun pondok 
pesantren. 
(4) Bantuan beasiswa murid kurang mampu. 
(5) Bantuan penyelesaian studi S1. 
Bantuan-bantuan tersebut diatas, secara umum diberikan oleh pihak 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam bentuk dana tunai, dengan 
sebelumnya merincikan kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh pemohon 
dana bantuan yang telah dicantumkan didalam proposal pengajuan bantuan.  
d) Bantuan dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti: 
(1) Bantuan keluarga miskin. Bantuan ini disalurkan oleh pihak BAZNAS 
dalam bentuk pembagian sembako ataupun kebutuhan pokok, namun 
dapat pula penyalurannya berupa santunan dana guna memenuhi 
kebutuhan para mustahik tersebut. Yang tentu saja pennyalurannya telah 
didahului survei dengan tetap mengedepankan prinsup keadilan dan juga 
skala prioritas. 
(2) Bantuan musibah dan bencana alam. Bantuan ini juga dapat disalurkan 
melalui dua cara yaitu dengan memberikan bahan pokok yang menjadi 
kebutuhan primer para korban bencana, ataupun dengan memberikan 
dana santunan yang telah didahului oleh tinjauan pihak Baznas 
mengenai kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan oleh 





(3) Bantuan rehabilitasi rumah keluarga miskin. Bantuan ini diberikan 
kepada keluarga sangat miskin yang memang tinggal didalam rumah 
yang tidak layak huni atau dalam keadaan yang sangat memprihatinkan 
dengan jumlah anggota keluarga yang juga tidak memungkinkan dengan 
keadaan rumah yang ditinggali. Bantuan ini diberikan dalam bentuk 
materi bangunan yang diberikan secara bertahap dalam beberapa 
gelombang kepada mustahik dengan tipe rumah permanen 4x6 m2. 
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar dalam penentuan 
penerima bantuan ini terdapat didalam aturan internal BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah.    
e) Bantuan dalam bidang kesehatan, bisa dalam bentu dana tunai ataupun 
dalam bentuk non tunai, seperti: 
(1) Bantuan makanan kepada penderita gizi buruk. Makanan yang 
diperbantukan berupa makanan bergizi yang telah memenuhi standar 
kesehatan. Pemberian makanan bergizi ini dimaksudkan agar kebutuhan 
gizi dan vitamin yang dibutuhkan bagi para penderita gizi buruk dapat 
terpenuhi dengan baik, sehingga kesehatan mereka akan dapat segera 
kembali pulih. Pemberian bantuan ini biasanya dilakukan BAZNAS 
dengan melakukan kerjasama pada Puskesmas ataupun Posyandu pada 
daerah-daerah tertentu agar lebih mudah pelaporan dan 
pengontrolannya. 
(2) Bantuan pengobatan keluarga miskin, dalam bentuk santunan kepada 
anak-anak penderita gizi buruk untuk meningkatkan status gizi bagi 
anak-anak penderita gizi buruk tersebut. Bantuan ini juga dilakukan 





daerah tertentu yang dianggap layak dan sangat membutuhkan bantuan 
tersebut. 
(3) Bantuan santunan biaya pengobatan. Karena berupa santunan, maka 
bantuan ini hanya diberikan dalam bentu uang tunai dalam jumlah 
tertentu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan telah 
diputuskan berdasarkan pertimbangan pihak BAZNAS.  
f) Bantuan dalam bidang ekonomi diberikan kepada para mustahik yang dapat 
berupa bahan kebutuhan pokok (sembako) ataupun bahan makanan lainnya. 
Bantuan-bantuan konsumtif tersebut disalurkan oleh BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah kepada masyarakat atau mustahik bersifat sebagai 
pemberian secara cuma-cuma tanpa ada ikatan khusus bagi penerima untuk 
mengembalikan dana tersebut. 
Sedangkan dalam hal bantuan zakat produktif, terdapat beberapa 
bentuk bantuan yang telah diterapkan selama ini oleh BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah adalah bantuan modal usaha, yang diantaranya ialah38: 
(1) Usaha pertanian. Jenis bantuan usaha ini diberikan dalam bentuk tanam-
an bibit yang dapat dikembangkan oleh mustahik berdasarkan keadaan 
daerah tertentu. Artinya bantuan bibit-bibit tanaman yang diberikan 
oleh pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tenga kepada mustahik selalu 
disesuaikan dengan keadaan tanah dan iklim yang berada pada wilayah 
yang ditinggali oleh mustahik. Diantara bibit tanaman yang popular 
yang selama ini sering diberikan ialah tanaman bibit bawang merah, 
yang nantinya akan diolah menjadi bawang goreng sebagai khas oleh-
oleh dari Kota Palu.39 
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(2) Usaha peternakan. Usaha peternakan yang telah diterapkan kepada 
mustahik yakni dengan memberikan beberapa jumlah anak kambing, 
dengan harapan dapat dirawat dan dikembangbiakkan hingga dapat 
menjadi ladang usaha dari hasil jual-beli kambing tersebut.40 
(3) Usaha perikanan. Modal yang diberikan pada jenis usaha ini biasanya 
diberikan kepada pengusaha ikan lele ataupun jenis ikan lainnya yang 
dapat dikembangkan oleh mustahik penerima modal usaha itu sendiri. 
(4) Usaha dagang dan jasa. Bagi usaha dagang, BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah telah menyalurkan bantuannya kepada berbagai jenis pedagang. 
Diantaranya bagi para pedagang barang campuran, pedagang nasi 
kuning, lauk pauk dan pedagang ikan laut, ataupun pedagang-pedagang 
lainnya yang dianggap layak dan dapat mengembangkan bantuan modal 
usaha diberikan.  
(5) Usaha menjahit. Para penjahit yang mendapatkan modal ialah para 
penjahit yang memiliki kompeten dalam bidang jahit-menjahit, namun 
tidak dapat maksimal mengembangkan hasil usahanya karena minim 
dari segi modal usaha.  
(6) Usaha bengkel. Pengusaha bengkel yang mendapatkan bantuan dana 
modal usaha dari BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, adalah mereka yang 
terkendala dalam modal untuk memajukan usahanya.  
(7) Usaha meubel dan Usaha kerajinan. Usaha meubel yang mendapatkan 
bantuan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah merupakan usaha dalam 
pembuatan lemari, kusen pintu dan sebagainya, namun  belum dapat 
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memajukan usahanya secara maksimal karena terkendala oleh modal 
usaha yang kecil. 
Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum pihak 
BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah menentukan penerima yang tepat dan 
memberikan bantuan zakat tersebut, diantaranya melalui analisis data rakyat 
miskin yang diperoleh dari aparatur setempat melalui kerja sama yang dilakukan, 
ataupun dengan dilakukan sendiri oleh pihak BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
dalam hal ini merespon proposal permohonan bantuan yang diajukan sendiri oleh 
para mustahik, melakukan survey kelayakan terhadap penerima zakat dan 
akhirnya memberikan bantuan tersebut pada mustahik atau masyarakat tertentu 
yang dianggap dan telah dinyatakan layak oleh pihak BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah sendiri.41 
Adapun mekanisme pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan 
yakni dengan melakukan langkah-langkah berikut42: 
1) Pendataan mustahik. Pendataan mustahik untuk pendistribusian zakat 
produktif lebih dikhususkan pada mustahik atau keluarga mustahik yang 
kebutuhan mendasarnya telah terpenuhi seperti pakaian, makanan dan  
tempat tinggal. Dalam artian ketiga kebutuhan primer ini tidak sedang 
dibutuhkan pada keadaan mendesak. Sehingga bantuan yang nantinya 
diberikan betul-betul dapat dikelola secara produktif sebagai modal usaha 
dan bukan untuk dikonsumsi bagi pemenuhan kebutuhan primer. 
2) Pengisian formulir untuk surat pengajuan bantuan. Formulir yang akan diisi 
oleh calon mustahik adalah formulir yang disediakan oleh pihak Badan Amil 
Zakat Prov. Sulawesi Tengah, sebagai bahan acuan untuk dipelajari lebih 
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lanjut mengenai status kelayakan calon penerima bantuan. Formulir tersebut 
berisikan tentang data pribadi, jenis usaha dan keterangan lainnya yang 
dianggap perlu oleh BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah sebagai bahan 
pertimbangan kelayakan penerima bantuan.  
3) Survei kelayakan. Hal ini untuk menilai apakah calon mustahik yang meng-
ajukan surat permohonan bantuan benar-benar layak atau tidak untuk diberi-
kan dana zakat produktif menurut standarisasi dari lembaga itu sendiri. 
Survey ini dilakukan langsung oleh pengelola Badan Amil Zakat Prov. 
Sulawesi Tengah yang bertugas khusus untuk mendatangi langsung tempat 
tinggal dan ataupun tempat usaha para calon mustahik. 
4) Pendistribusian. Pendistribusian bantuan ini hanya diberikan kepada para 
mustahik yang telah dinyatakan layak untuk perolehannya dan telah melalui 
proses pendataan dan survei terlebih dahulu oleh pihak Badan Amil Zakat 
Prov. Sulawesi Tengah. 
5) Monitoring dan evaluasi bantuan. Mengenai monitoring atau pengawasan 
terhadap mustahik yang telah mendapatkan dana bantuan, pihak BAZNAS 
sendiri mengakui ketidak efektifannya dalam melakukan pengawasan. Selain 
kesibukan, faktor kurangnya perhatian juga menjadi alasan dalam masalah 
monitoring ini. Sedangkan evaluasi terhadap bantuan dana zakat produktif 
juga mengalami kelemahan seiring dengan lemahnya monitoring atau 
pengawasan dari pihak lembaga amil itu sendiri.43 
Lemahnya pengawasan inilah yang menjadi celah dan kelemahan terbesar 
didalam pengelolaan zakat oleh lembaga ini. Tanpa adanya pengawasan lebih 
lanjut, mustahik bisa dengan mudah menyelewengkan dana bantuan yang 
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diberikan oleh lembaga zakat terkhusus pada dana bantuan untuk tujuan 
produktif. 
Pengawasan yang lemah ini juga secara jujur diakui oleh salah satu 
pengelola BAZNAS yakni Bapak Yahya Syakur, yang menyatakan bahwa hal ini 
merupakan kelemahan besar lembaga zakat Prov. ini yang hingga sekarang belum 
dapat terpecahkan dengan baik. Alasan utama belum terealisasinya pengawasan 
atau kontrol dari pihak amil terhadap para mustahik bantua produktif ialah 
kurangnya profesionalisme amil zakat pada lembaga ini, sehingga kegiatan 
mengenai pengawasan dan evaluasi terhadap para mustahik belum dapat 
terlaksana dan ikut memberikan efek negatif terhadap keberlanjutan usaha 
mustahik melalui bantuan-bantuan produktif yang diberikan, yang 
mengakibatkan tidak tercapainnya tujuan untuk mensejahterakan mustahik 
malalui bantuan dana zakat seperti yang tercantum didalam visi dan misi 
lembaga ini. 
Secara umum, model-model pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh 
lembaga amil zakat di Kota Palu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan 
umat muslim dan meninggalkan kefakiran. Senada dengan Yusuf Qardhawi, yang 
mengatakan bahwa sesungguhnya Islam mencintai manusia hidup dengan 
kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kefakirannya 
terlebih lagi jika diakibatkan oleh buruknya pembagian harta, saling menzalimi 
dan saling menganiaya dalam kehidupan masyarakat antara sesamanya.  
Begitu pula menurut hemat peneliti, bahwa dengan jalan pendayagunaan 
zakat yang baik inilah, kefakiran dapat dihilangkan pada diri kaum muslim baik 
secara individu ataupun kelompok, tercapainya sasaran zakat dengan baik dapat 





kedamaian dan kesejahteraan didalam kehidupan umat muslim dan berdampak 
langsung pada penunaian ibadah yang diwajibkan ataupun disunnahkan oleh 
Islam dapat terlaksana dengan baik seiring dukungan materi yang cukup bahkan 
berlebih.   
 
E. Strategi Pengoptimalan Peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam 
Pendayagunaan Zakat di Kota Palu. 
Sasaran pendayagunaan zakat dengan baik, tidak dapat dicapai tanpa ada-
nya setrategi yang tepat. Elemen penting dari strategi Islam untuk mencapai 
tuhuan-tujuan Islam adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dunia dengan 
aspek spiritual untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan 
masyarakat dimana ia hidup, tanpa peningkatan moral semacam ini, tak satupun 
sasaran akan diwujudkan dan kesejahteraan manusia yang hakiki sulit dicapai.44 
Proses perencanaan strategis, yang harus disusun adalah nilai-nilai yang 
dianut organisasi, visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan strategis 
harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun 
masa yang akan datang. Perencanaan strategis juga harus mempertimbangkan 
potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi dan harus menentu-
kan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.45 
Adapun salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menyusun strategi 
mengoptimalkan peran BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam pendayaguna-an 
zakat yaitu melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu tekhnik yang 
digunakan oleh manajemen untuk melakukan penyorotan yang cepat atas situasi 
strategi organisasi.  
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Dengan meninjau lebih dalam mengenai keadaan internal dan eksternal 
suatu organisasi dan dalam hal ini adalah Lembaga Pengelolan Zakat yaitu Badan 
Amil Zakat Nasional Prov. Sulawesi Tengah, maka diharapkan dapat diperoleh 
secara akurat permasalaha-permasalahan yang ada yang selama ini memberikan 
hambatan bagi kelancaran pengelolaan zakat pada lembaga ini. Disamping 
mendapatkan permasalahan secara akurat, metode ini juga diharapkan dapat 
memberikan jawaban-jawaban atas problem yang dihadapai oleh lembaga zakat. 
Karena jawaban yang dihasilkan merupakan strategi yang dapat diaplikasikan 
pada BAZNAS Prov. ini dengan mengandalkan segala faktor kekuatan dan 
mengesampingkan hal-hal yang merupakan sumber kelemahan didalam 
peningkatan kualitas lembaga zakat ini.  
Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) 
dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor 
peluang (Opportunity) dan tantangan (Threaths). Analisis ini didasarkan pada 
asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian yang baik antara 
sumber daya internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi 
eksternal (peluang dan ancaman) organisai. Kesesuaian yang baik akan 
memaksimalkan kekuatan dan peluang organisasi serta meminimalkan kelemahan 
dan ancaman. 
Secara ringkas, analisis ini memiliki keterbatsan yang harus diper-
timbangkan jika akan digunakan sebagai landasan bagi proses pengambilan 
keputusan strategi organisasi. Adapun uraian mengenai faktor internal (kekuatan: 
Strength dan kelemahan: Weakness) dengan faktor eksternal (peluang: 
Opportunity dan tantangan: Threaths) pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah  







a. Kekuatan (Strength): 
1) Adanya dukungan syariat mengenai kewajiban zakat bagi umat Islam 
yang telah memiliki kemampuan. 
2) Adanya dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ter-
bukti dengan adanya UU RI No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan 
zakat, juga beberapa peraturan mentri dan peraturan gubernur untuk 
mengoptimalkan pengumpulan zakat seperti: (a) Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.12/3302/SJ Tentang 
Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Yakni menghimbau kepada Gubernur 
dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan 
pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada perangkat daerah dan BUMD 
dilingkup wilayah kerja masing-masing melalui BAZNAS Prov. dan 
Kabupaten/Kota; dan (b) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 
07 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak Pegawai Negeri 
Sipil dan Pejabat Lainnya di Prov.. Guna menghimbau seluruh PNS dan 
Pejabat lainnya untuk membayar zakat, infak dan sedekah pada UPZ 
yang dibentuk BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah pada wilayah kerja 
masing-masing. 
3) Lembaga zakat memiliki jaringan yang cukup luas, baik dari tingkat 
nasional, Prov., Kota/kabupaten hingga tingkat daerah seperti 
kecamatan. Bahkan dapat membawahi unit-unit pengumpulan zakat 
pada instansi hingga mesjid-mesjid yang tersebat didaerah pelosok 
ataupun pedesaan. 





1) Sumber daya manusia (amil) pada BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah 
masih memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan 
kuantitasnya. 
2) Lemahnya BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dalam menghadapi para 
muzakki yang tidak menjalankan kewajibannya. 
c. Peluang (Opportunity)  
1) Potensi penerimaan zakat yang besar mengingat jumlah umat muslim 
Kota Palu mencapai 89,33 persen dibandingkan pemeluk agama lainnya. 
2) Sasaran zakat (mustahik) yang juga masih sangat luas. 
3) Adanya fasilitas ataupun dukungan pemerintah bagi BAZNAS (regulasi 
dan anggaran). 
d. Ancaman(Threaths) 
1) Kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap lembaga-lembaga 
pengelolaan zakat, karena masih belum maksimalnya profesionalisme 
kerja yang dihasilkan oleh para amil yang selama ini dapat tercermin 
dari program ataupun mekanisme pengelolaan zakat telah berjalan, serta 
kesadaran berzakat yang juga masih lemah untuk mengeluarkan 
zakatnya sebagai efek dari lemahnya pemahaman agama dan kepekaan 
terhadap lingkungan sekitar.  
2) UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak membahas mengenai 
sanksi bagi para Wajib Zakat yang tidak membayar zakat. 
3) Kurangnya andil pemerintah dalam hal pengawasan. 
Dengan melihat uraian dari beberapa kekuatan, kelemahan dan peluang 
juga tantangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah, maka dapat digambarkan 





memperoleh strategi bagi pendayagunaan zakat yang tepat, terutama dalam 
pengembangan lembaga dan pencapaian tujuan pensejahteraan mustahik: 




1. Adanya dukungan syariat 
mengenai kewajiban berzakat. 
2. Tata kerja BAZNAS dibawahi 
langsung oleh pemerintah 
melalui UU, PP, ataupun 
PERDA sebagai acuan. 
3. Jaringan Lembaga zakat 
(BAZNAS) yang luas dari 
tingkat pusat hingga daerah. 
Weaknesses (W) 
 
1. Lemahnya SDM dan 
manajmen lembaga zakat. 
2. Keterbatasan pihak BAZNAS: 
karena tidak dapat menindaki 
muzakki yang enggan berzakat. 
Opportunities (O) 
 
1. Besarnya potensi zakat karena 
mayoritas penduduk adalah 
muslim. 
2. Sasaran zakat (mustahik) yang 
juga sangat luas. 
3. Adanya fasilitas pemerintah 




1. BAZNAS: Memaksimalkan tata 
kelola lembaga melalui 
penetapan perencanaan kerja 




1. BAZNAS: Mengadakan 
penguatan internal lembaga, 
melalui: 
a. Manajmen kemandirian 
BAZNAS; 
b. Merekrut amil sesuai 




1. Muzakki: lemahnya kesadaran 
berzakat, dan kurangnya ke-
percayaan masyarakat ter-
hadap lembaga zakat. 
2. UU Zakat tidak membahas 
mengenai sanksi muzakki 
yang tidak membayar zakat. 
3. Kurangnya andil pemerintah 
dalam hal pengawasan. 
Strengths-Threats (ST) 
 
1. Pemerintah: Melengkapi UU 
Zakat mengenai sanksi  
muzakki yang tidak berzakat. 
2. BAZNAS: Perekrutan pegawai 
secara professional. 
3. Pemerintah-BAZNAS-Umat 
Islam: Menggiatkan gerakan 
sadar zakat melalui media 
dakwah dan pendidikan formal. 
Weaknesses-Threats (WT) 
 
1. BAZNAS: perekrutan peng-
urus secara professional.  
2. Mengadakan edukasi khusus 
perzakatan bagi amil ataupun 
pelatihan keterampilan bagi 
mustahik yang berpotensi 
mengembangkan keahliannya.  
 
Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT, maka didapatkan beberapa 
strategi didalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah, diantaranya: 
1) Bagi BAZNAS: 
a. Mengadakan penguatan internal lembaga melalui: manajmen 
kemandirian BAZNAS, perekrutan pengurus secara professional dan  






Manajmen kemandirian dimaksudkan agar lembaga zakat dapat 
melaksanakan fungsi dan tugasnya secara independen, serta dapat 
menyeleksi calon pengurusnya berdasarkan profesionalisme dan kualitas 
yang dibutuhkan oleh lembaga tanpa adanya interfensi ataupun 
pengaruh-pengaruh negative yang dapat menurunkan kualitas kerja 
lembaga.  
Menetapkan perencanaan kerja secara rinci, diharapkan segala 
kegiatan lembaga zakat didalam melaksanakan program-program kerja 
yang telah ditargetkan akan dengan mudah dapat terkontrol dan 
terpantau pelaksanaan dan perkembangannya. Sehingga terdapat acuan 
mendasar bagi lembaga zakat untuk untuk tetap mempertahankan, 
mengembangkan atau bahkan mengganti suatu program yang telah 
dijalankan, dengan kemandirian ini BAZNAS sebagai lembaga zakat 
dapat dengan fokus menjalankan tata kelola ataupun tata kerjanya tanpa 
ada tekanan dari pihak luar, ataupun oknum-oknum yang ingin 
mengambil keuntungan didalam hal pengelolaan zakat dengan 
mengabaikan aturan yang berlaku.  
b. Mengadakan edukasi khusus perzakatan bagi amil dan pelatihan 
keterampilan bagi mustahik.  
Hal ini untuk penajaman pemahaman para pengurus amil zakat 
mengenai apa yang mereka geluti. Dan memberikan bekal kepada 
mustahik yang memiliki bakat untuk mengembangkannya melalui 
pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah untuk kemudian dipraktekkan guna memperoleh hasil yang 





2) Bagi Pemerintah: Melengkapi UU Zakat mengenai sanksi muzakki yang 
tidak berzakat mengingat potensi pengumpulan dan sasaran zakat yang 
sangat luas dan besar. 
3) Bagi Pemerintah - BAZNAS - Umat Islam: Menggiatkan gerakan sadar 
zakat melalui media dakwah dan bahkan pada jenjang pendidikan formal. 
Hal ini dimaksudkan agar setiap pihak yang terlibat didalam peningkatan 
kualitas dari pendayagunaan zakat dapat bekerjasama untuk menggiatkan 
gerakan sadar zakat kepada masyarakat luas, khususnya bagi umat Islam sedini 
mungkin, baik itu melalui media dakwah bahkan jika perlu sosialisasi mengenai 
pentingnya zakat dimasukkan kedalam materi pada pendidikan formal atau 
sekolah. Semakin dini pemahaman tentang agama khususnya masalah zakat 
dikenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Islam, maka akan semakin lekat 
pula pemahaman mengenai pentingnya berzakat serta besarnya dampak zakat 
terhadap keimanan dan kesejahteraan umat muslim. Sehingga seiring berjalannya 
waktu, para generasi muda tersebut akan dapat mengamalkan perintah agama ini 
dengan baik serta dengan mudah dapat mewujudkan fungsi dan tujuan zakat.   
Adanya beberapa strategi ini dapat dirangkum ataupun disimpulkan 
menjadi satu strategi pokok yang dapat dijalankan oleh BAZNAS Prov. Sulawesi 
Tengah sebagai lembaga zakat yang memiliki peran penting dalam hal 
pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Kota Palu khususnya dan pada skala 
Prov. Sulawesi Tengah khususnya, yakni mengadakan penguatan internal 
lembaga zakat, yang dapat diterapkan melalui pembangunan manajmen 
kemandirian Lembaga zakat.  
Demikianlah strategi yang dapat dilakukan oleh pihak BAZNAS Prov. 
Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat di Kota Palu 





tujuan yang diharapkan akan dapat terealisasi dan terwujud jika diantara pihak 
para pihak, seperti pemerintah, amil zakat dan masyarakat muslim secara luas 
dapat saling berkoordinasi untuk mengembangkan perihal perzakatan ini dengan 











Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di 
kota palu, baik dari segi kelembagaan, manajmen dan sumber daya manusia, 
secara umum terlaksana berdasarkan petunjuk UU Zakat, namun belum 
terealisasi secara optimal. Walaupun bukan berarti selama ini lembaga zakat 
tidak memberikan perannya didalam pendayagunaan zakat di Kota Palu.  
2. Terdapat beberapa model pendayagunaan zakat pada BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Tengah, yakni dengan mendistribusikan zakat konsumtif yang 
disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan mendistribusikan zakat 
produktif dalam bentuk modal usaha baik berupa pinjaman lunak, dana 
bergulir ataupun pemberian modal secara cuma-cuma. 
3. Strategi yang dapat dijalankan oleh BAZNAS Prov. Sul-Teng, yakni dengan 
mengadakan penguatan internal lembaga zakat, melalui pembangunan 
manajmen kemandirian sehingga dengan ini BAZNAS dapat menentukan 
dan menjalankan programnya secara professional tanpa adanya hambatan 
dari para pihak yang memiliki kepentingan lain.  
 
B. Implikasi Penelitian 
 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi 





peran penting didalam pendayagunaan zakat. Bagi pemerintah, agar dapat 
meninjau kembali UU Zakat yang berlaku sehingga segala peraturan yang 
termuat dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi pengembangan 
pengelolaan zakat. Sedangkan bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS Provinsi 
Sulawesi Tengah, kiranya penelitian ini dapat memberikan acuan didalam 
pengembangan profesionalisme kelembagaan agar dapat mencapai tujuan 
pengembangan lembaga dan kesejahteraan mustahik. Juga bagi umat muslim 
kiranya dapat meningkatkan kesadaran berzakat karena hal itu merupakan 




BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah kiranya dapat meningkatkan pro-
fesionalismenya didalam menjalankan tugas sebagai amil zakat, baik dari segi 
kelembagaan, manajmen dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kesadaran 
dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga ini akan 
semakin bertambah. Karena hal ini juga akan berdampak pada semakin 
meluasnya sasaran zakat (mustahik) yang dapat merasakan manfaatnya sehingga 
dapat merubah kehidupan sosial ekonomi mustahik agar dapat menjadi muzakki 
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